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Dimas Bayu Permadi. 2020. Pengaruh Ekstensifikasi, Intensifikasi dan 
Sanksi Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan (Studi Empiris 
Seluruh Desa di Kecamatan Petarukan). 
Tujuan penelitian ini adalah 1). untuk mengetahui apakah ekstensifikasi 
pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak bumi dan banguan di kecamatan 
Petarukan, 2). untuk mengetahui apakah intensifikasi pajak berpengaruh terhadap 
penerimaan pajak bumi dan bangunan di kecamatan Petarukan. 3). untuk 
mengetahui apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak bumi 
dan bangunan dikecamatan Petarukan. 
Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode 
kuantitatif.  Sedangkan metode analisis data dan uji hipotesis yang digunakan 
adalah pengujian asumsi klasik, analisis regresi linier berganda, uji ssignifikan 
parameter individual, dan koefisien determinasi. 
Kesimpulan penelitian ini adalah 1) ekstensifikasi pajak berpengaruh 
terhadap peningkatan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di kecamatan 
Petarukan, maka semakin baik ekstensifikasi pajak maka penerimaan Pajak Bumi 
dan Bangunan di kecamatan Petarukan juga akan semakin meningkat. 2) 
intensifikasi pajak berpengaruh terhadap peningkatan penerimaan Pajak Bumi dan 
Bangunan di kecamatan Petarukan, maka semakin baik intensifikasi pajak maka 
penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di kecamatan Petarukan juga akan semakin 
meningkat 3) sanksi pajak berpengaruh terhadap peningkatan penerimaan Pajak 
Bumi dan Bangunan di kecamatan Petarukan, maka semakin baik penerapan sanksi 
pajak maka penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di kecamatan Petarukan juga 
akan semakin meningkat. 
 
 













Dimas Bayu Permadi. 2020. The Effect of Extensification, Intensification 
and Tax Sanction on Land and Building Tax Revenue (Empirical Study of All 
Villages in Petarukan District). 
The purpose of this study is 1). to find out whether tax extensification affects 
land and building tax revenues in Petarukan sub-district, 2). to find out whether 
tax intensification has an effect on land and building tax revenue in Petarukan 
sub-district. 3). to find out whether tax sanctions affect land and building tax 
revenues in Petarukan sub-district. 
The research method used in this study is a quantitative method. Whereas 
the data analysis and hypothesis testing methods used are the classical 
assumption testing, multiple linear regression analysis, the significance test for 
individual parameters, and the coefficient of determination. 
The conclusions of this study are 1) tax extensification affects the increase 
in land and building tax revenues in Petarukan sub-district, the better the tax 
extensification, the land and building tax receipts in Petarukan sub-district will 
also increase. 2) tax intensification affects the increase of Land and Building Tax 
revenue in Petarukan sub-district, the better the tax intensification, the revenue of 
Land and Building Tax in Petarukan sub-district will also increase 3) tax 
sanctions affect the increase of Land and Building Tax revenue in Petarukan sub-
district, the better the application of tax sanctions, the revenue from the Land and 
Building Tax in Petarukan sub-district will also increase. 
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A. Latar Belakang 
  Indonesia termasuk negara yang berkembang, yang memiliki pendapatan 
dari berbagai sumber salah satunya yaitu berasal dari pemungutan pajak, baik 
pajak yang dipungut oleh pusat maupun pajak yang dipungut daerah yang 
menjadi sumber terbesar pendapatan negara. Meskipun pemungutan pajak 
merupakan sumber terbesar untuk pendapatan kas negara dalam proses 
pemungutannya tidak jarang, mengalami kendala dan masalah seperti 
masalah minimnya pengetahuan masyarakat terhadap pemungutan pajak, 
masalah kesadaran masyarakat untuk menjadi Wajib Pajak yang bijak dengan 
membayar pajak kepada Negara (Mirdah & Yanti, 2015). 
  Pajak merupakan sumber pendapatan yang besar bagi negara untuk 
membentuk atau mencapai tujuanya,  guna membiayai pengeluaran rutin serta 
pembangunan nasional untuk masyarakat banyak. Maka dari itu pemerintah 
selalu membuat sistem pungutan pajak yang selalu berubah dari masa ke 
masa yang mengikuti zamannya guna untuk mendapatkan pungutan pajak 
yang maksimal. Pajak juga untuk membangun sarana prasarana seperti jalan, 
taman untuk hiburan dan rekreasi serta negara juga bertanggung jawab dalam 
keamanan maka negara memperkuat atau membeli alutsista pertahanan guna 





  Pajak daerah selaku sumber keuangan daerah dalam perjalanannya telah 
mengalami perubahan nomenklatur sebagai upaya untuk meningkatkan 
penerimaan dan memantapkan kemandirian daerah. Akibatnya, hal tersebut 
memunculkan adanya reformasi perpajakan daerah yang ditandai dengan 
diterbitkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah. Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 
telah mengatur pengalihan pajak pusat menjadi pajak daerah, salah satunya 
yaitu Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan  (Hapsari, Domai, 
& Hidayati, 2018). 
  Dalam Undang-Undang No.28 tahun 2009, pengalihan Pajak Bumi 
Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebagai Pajak Daerah yaitu 
Pajak Kabupaten/Kota efektif diberlakukan mulai 1 januari 2014 hal ini diatur 
dalam pasal 182 ayat 1 Undang-Undang No. 28 tahun 2009 yang berbunyi 
Menteri Keuangan bersama-sama dengan Menteri Dalam Negeri mengatur 
tahapan persiapan pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 
Perkotaan sebagai Pajak Daerah dalam waktu paling lambat 31 Desember 
2013 (Asriati & Huda, 2016). 
  Pajak Bumi dan Bangunan yang menjadi objek pajak bumi dan bangunan 
perdesaan dan perkotaan adalah Bumi dan Bangunan yang dimiliki, dikuasai, 
dan dimanfaatkaan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang 
digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. 
Yang dimaksud dengan Bumi adalah permukaan dan tubuh bumi yang ada 




Wilayah Indonesia. Sedangkan yang dimaksud dengan bangunan adalah 
konstruksi teknik yang ditanam atau diletakkan secara tetap pada tanah dan 
atau perairan-perairan. Disamping itu yang disebut subjek pajak bumi dan 
bangunan adalah badan yang secara nyata : (1) Mempunyai suatu hak atas 
bumi dan atau mempunyai manfaat atas bumi; (2) Memiliki, menguasai dan 
akan memperoleh manfaat atas bangunan ( Lestari 2017).. 
  Pemerintah Kabupaten dan Kota setiap tahun selalu mempunyai target 
dalam penerimaan pajak bumi dan bangunan akan tetapi target tidak selalu 
sempurna dalam realisasinya. Tetapi alhamdulilah pemerintah kabupaten 
pemalang selalu melampui target yang ditentukan, kita bisa lihat dari tabel 
1.1 dimana pada tahun 2017-2019 selalu melampui targetnya. 
Tabel 1.1  
Realisasi penerimaan PBB-P2  
KAB.Pemalang tahun 2017-2019 
Tahun Ketetapan Realisasi % 
2017 13.500.000.000 13.849.665.106 103% 
2018 16.250.000.000 16.479.138.572 101% 
2019 18.500.000.000 21.477.060.429 106% 
Sumber: BAPENDA Kabupaten Pemalang 2019 
  Dari tabel diatas, menunjukan bahwa realisasi anggaran di kabupaten 
pemalang sudah memenuhui target yang sudah direncanakan terlebih dahulu 
oleh pemerintah Kabupaten Pemalang, namun di periode 2017-2018 ada 
penurunan prentase yang tadinya 103% menjadi 101%  namun tidak terlalu 
banyak dan di tahun 2019 mengalami peningkatan yang signifikan dalam 




terbalik di kecamatan-kecamatan yang ada di kabupaten pemalang, khususnya 
di kecamatan petarukan, kita bisa lihat dari tebel 1.2  dimana pada tahun yang 
sama 2017-2019 jumlah penerimaan PBB_P2 masih mengalami kesenjangan 
antara ketetapan target dengan realisasi dengan jumlah yang ditargetkan 
hanya berkisar 70%-80%. 
Tabel 1.2 
 Realisasi Penerimaan PBB-P2  
di KEC.Petarukan Tahun 2017-2019 
Tahun Ketetapan  Realisasi Kensejangan % 
2017 3.209.807.450 2.314.588.960 895.218.490 72,11% 
2018 3.873.585.635 2.917.923.936 955.661.699 75,33% 
2019 3.932.770.625 3.327.420.582 650.350.043 84,61% 
Sumber: BAPENDA Kabupaten Pemalang 2019 
  Dari tabel di atas yang khususnya di kecamatan petarukan realisasi 
anggaran belum memenuhi target yang ditetapkan namun dapat kita lihat  
setiap tahunya mengalami peningkatan di lihat dari prentase di tahun 2017 
sebesar 72,11% mengalami peningkatan ditahun 2018 sebesar 75,61%  serta 
juga di tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar 84,61%. 
  Ekstensfikasi pajak merupakan suatu kebijakan yang dilakukan oleh 
pemerintah dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak daerah melalui 
penciptaan sumber-sumber pajak. Pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi wajib 




SE-06/PJ.9.2001 tanggal 11 juli 2001. Berdasarkan ketentuan yang terdapat 
pada surat edaran tersebut, ekstensifikasi wajib pajak adalah kegiatan yang 
berkaitan dengan penambahan jumlah wajib pajak terdaftar dan perluasaan 
objek pajak dalam adminitrasi Direktorat Jenderal Pajak  (Rizkiana, 2014). 
  Menurut Abubakar (2001:147) dalam  (Isni, 2015) menjelaskan bahwa 
intensifikasi pajak dan restribusi daerah diartikan sebagai suatu usaha yang 
dilakukan pemerintah kabupaten/kota untuk meningkatkan penerimaan pajak 
dan restribusi daerah yang biasanya diaplikasikan dalam bentuk tarif pajak 
dan restribusi daerah dan peningkatan pengelolaan pajak dan restribusi 
daerah.   
  Kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak dipengaruhi oleh beberapa 
faktor yaitu pengetahuan dan pemahaman akan peratura perpajakan, 
pengetahuan atas sanksi-sanksi pajak, pelayanan fiskus yang berkualitas dan 
persepsi wajib pajak atas efektivitas sistem perpajakan. 
  Dalam peraturan sanksi perpajakan banyak disebutkan dalam Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 2007 perubahan ketiga atas Undang-Undang 
Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, 
dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 Perubahan atas Undang-Undang 
Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan. Adapun sanksi-
sanksi perpajakan meliputi sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi 
administrasi terdiri dari sanksi bunga, sanksi denda, dan sanksi kenaikan. 
Sedangkan sanksi pidana terdiri dari pidana kurungan karena ada tindak 




pidana yang disebabkan oleh kealpaan. Maka sikap atau pandangan wajib 
pajak terhadap perpajakanakan berpengaruh terhadap tingkat Kepatuhan 
Wajib Pajak dalam membayar pajak (Krisnayanti & Yuesti, 2019). 
 Besarnya potensi penerimaan pajak bumi dan bangunan menjadikan salah 
satu alasan banyaknya penelitian di bidang pajak bumi dan bangunan, salah 
satunya penelitian yang (Isni, 2015) menunjukan bahwa intensifikasi pajak 
berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan PBB-P2 sebesar 83,4% 
dan ekstensifikasi pajak berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan 
PBB-P2 sebesar 90.6% di kabupaten Bandung. Sedangkan penelitian yang 
dilakukan (Mirdah & Yanti, 2015)  menunjukan bahwa intensifikasi 
pemungutan pajak bumi dan bangunan di Dinas Pendapatan Daerah 
Kabupaten Sarolangun sudah cukup baik atau efektif. Namun hendaklah 
intensifikasi tersebut dapat ditingkatkan agar tujuan dari organisasi yaitu 
meningkatkan penerimaan pajak dapat terpenuhi. 
 Penelitian yang dilakukan (Arrizky, 2018) faktor sanksi berpengaruh 
paling dominan di pede-saan terhadap realisasi penerimaan PBB-P2 di 
Kabupaten Tapin sedangkan penelitian yang dilakukan  (Krisnayanti & 
Yuesti, 2019) penagihan pajak dan sanksi perpajakan berpengaruh positif 
terhadap penerimaan pajak. 
 Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukan diatas, maka fokus 
penelitian ini adalah Pengaruh Esktensifikasi, Intensifikasi dan Sanksi 
Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan. (Studi Empiris 





B. Rumusan Masalah  
 Berdasarkan latar belakang sudah diuraikan, maka rumusan masalah 
dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 
1. Apakah ekstensifikasi pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak 
bumi dan bangunan di kecamatan petarukan .  
2. Apakah intensifikasi pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak 
bumi dan bangunan di kecamatan petarukan . 
3. Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak bumi 
dan bangunan di kecamatan petarukan.  
C. Tujuan Penelitian  
  Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini yaitu.  
1. Untuk mengetahui apakah ekstensifikasi pajak berpengaruh terhadap 
penerimaan pajak bumi dan banguan di kecamatan petarukan.  
2. Untuk mengetahui apakah intensifikasi pajak berpengaruh terhadap 
penerimaan pajak bumi dan bangunan di kecamatan petarukan. 
3. Untuk mengetahui apakah Sanksi Pajak berpengaruh terhadap 
penerimaan pajak bumi dan bangunan dikecamatan petarukan . 
D. Manfaat Penelitian 
1. Manfaat Akademis  
a) Bagi Penulis  
Bagi penulis penelitian ini berguna untuk menambah 




Pajak dan untuk mengetahui pajak bumi dan bangunan 
diwilayahnya. 
b) Bagi peneliti lainnya  
Diharapkan sebagai panduan dalam penelitian selanjutnya 
mengenai ekstensifikasi, intensifikasi dan Sanksi pajak. 
c) Bagi masyarakat  
Berharap masyarakat mengetahui pentingnya pajak bumi dan 
bangunan bagi pembangunan daerah. 
2. Manfaat Praktis  
1) Bagi BAPENDA Kabupaten Pemalang  
Pada penelitian ini dapat diharapkan bermanfaat sebagai bahan 
masukan bagi pemerintah khususnya dinas Badan Pendapatn 
daerah kabupaten Pemalang untuk mengatahui ekstensifikasi, 
intensifikan dan sanksi pajak  berpengaruh terhadap penerimaan 











A. Landasan Teori 
1. Perpajakan  
a. Definisi Pajak 
Menurut Soemitro yang di cantumkan di buku (Resmi, 2017)  pajak 
adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang 
(yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik 
(kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukan dan yang digunakan 
untuk membayar pengeluaran umum. 
Pengertian pajak menurut UU No.28 tahun 2007 tentang 
perpajakan, dijelaskan bahwa pajak kontribusi wajib pajak kepada 
negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat 
memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan 
imbalan secara langsung dan digunakan keperluan negara bagi sebesar-
besarnya kemakmuran rakyat ( Https://engine.ddtc.co.id). 
b. Fungsi Pajak  
Menurut (Resmi, 2017) ada 2 fungsi pajak yaitu: 
1. Fungsi Bugetair ( Sumber Keuangan Negara) 
Pajak mempunyai fungsi budgetair,artinya pajak merupakan 
salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai 
pengeluaran, baik rutin maupun pembangunan. Sebagai 




uang sebanyak-banyaknya untuk kas nengara. Upaya tersebut 
ditempuh dengan cara ekstensifikasi dan intensifikasi 
pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai 
jenis pajak, seperti pajak penghasilan, pajak peetambahan nilai, 
pajak penjualan barang mewah,  dan pajak bumi dan bangunan 
dan sebagainya. 
2. Fungsi Regularend (Pengatur) 
Pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat 
untuk mengatur atau melaksnakan kebijakan pemerintah dalam 
bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan 
tertentu di luar bidang keuangan. 
c. Wajib Pajak 
 Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut 
ketentuan peraturan perudang-udangan perpajakan ditentukan untuk 
melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungutan pajak atau 
pemotongan pajak tertentu  (Suandy, 2006).  
d. Hak Hak Wajib Pajak  
Hak hak wajib pajak menurut (Resmi, 2017). 
1) Melaporkan beberapa masa pajak dalam 1 surat pemberitahuan 
masa. 





3) Memperpanjang jangka waktu penyampaian surat 
pemberitahuan tahunan pajak penghasilan untuk paling lama 2 
bulan dengan cara menyampaikan pemberitahuan secara 
tertulis atau dengan cara lain kepada Direktorat Jenderal Pajak. 
4) Memberikan surat pemberitahuan yang telah disampaikan 
dengan menyampaikan pernyataan tertulis, dengan syarat 
Direktur Jenderal Pajak belum melakukan tindakan 
pemeriksaan.  
5) Mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran 
pajak. 
6) Mengajukan permohonan banding kepada badan peradilan 
pajak atas surat keputusan keberatan. 
7) Menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa untuk 
menjalankan hak dan memenuhui kewajiban sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan 
8) Memperoleh pengurangan atas penghapusan sanksi adminitrasi 
berupa bunga atas keterlambatan penulasan kekurangan 
pembayaran pajak dalam hal wajib pajak menyampaikan 
pembetulan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan 
sebelum tahun pajak 2007, mengakibatkan pajak yang masih 
harus dibayar menjadi besar dan dilakukan paling lama dalam 






 Nomor Pokok Wajib Pajak adalah nomor yang diberikan kepada 
wajib pajak sebagai sarana dalam adminitrasi perpajakan yang 
dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau indentitas wajib pajak 
dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan  (Suandy, 2006). 
f.  Sistem Pemungutan Pajak  
  Sistem pemungutan pajak adalah tata cara atau metode pungutan 
pajak atas obyek pajak menurut (Prakosa, 2003). 
1) Official Assesment System 
Sistem pemungutan pajak yang mempercayakan kewenangan 
untuk menentukan besar pajak yang terutang pada 
fiskus(pemerintah). Sistem ini meletakan wajib pajak pada 
posisi yang lemah dan pasif, utang pajak timbul setelah 
diterbitkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.  
2) Self Assesment system 
Sistem pemungutan pajak yang memberikan kepercayaan 
tanggungjawab dan kewenangan untuk menghitung, 
memperhitungkan, membayar dan melaporkan pajak yang 
terutang atau harus dibayar kepada orang pribadi wajib pajak 
sendiri.  
3) With Holding System  
Sistem pemungutan pajak yang memberikan kewenangan dan 




meotong, atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh 
wajib pajak. 
g. Syarat Pemungutan Pajak  
Agar dalam pungut pajak tidak menimbulkan masalah,hambatan dan 
perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi pajak syarat 
sebagai berikut. 
1) Syarat Keadilan  
Syarat pemungutan pajak pada umumnya harus adil dan 
merata yaitu dikenakan kepada orang-orang pribadi 
sebanding dengan kemampuanya untuk membayar pajak 
tersebut dan sesuai dengan manfaat yang diterimanya. 
Keadilan disini baik keadilan dalam prinsip mengenai 
peraturan perundang-undangan maupun dalam praktik sehari-
hari. 
2) Syarat Yuridis  
Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang karena 
bersifat dapat memaksa hak dan kewajiban wajib pajak 
maupun petugas pajak harus diatur didalamnya pembayaran 
pajak harus seimbang dengan kekuatan/kemampuan 
membayar wajib pajak. 
3) Syarat Ekonomis  
Pungutan pajak harus menjaga keseimbangan kehidupan 




si wajib pajak. Jangan sampai pemungutanb pajak terhadap 
seseorang berakibat ia jatuh melarat. 
4) Syarat Finansial  
Sesuai dengan fungsi pajak sebagai sumber penerimaan 
negara, maka biaya pemungutan pajak tidak boleh terlalu 
besar. Dalam hal ini diartikan bahwa biaya yang dikeluarkan 
untuk pemungutan/penetapan pajak hendaknya lebih kecil 
dari penerimaan pajak agar ada penerimaan yang masuk ke 
kas negara/daearah. 
h. Teori Pemungutan Pajak  
Menurut  (Prakosa, 2003), Beberapa teori yang mendukung hak 
negara untuk memungut pajak dari rakyatnya antara lain: 
1) Teori Asuransi  
 Pajak diasumsikan sebagai premi asuransi yang harus dibayar 
oleh masyarakat (tertanggung) kepada negara (penanggung). 
Kelemahan teori ini, Jika rakyat mengalami kerugian 
seharusnya ada penggantian dari negara, kenyataanya tidak 
ada. Selain itu, besarnya pajak yang dibayar dan jasa yang 
diberikan tidak ada hubungan langsung. 
2) Teori Kepentingan 






3) Teori Gaya Pikul 
Kesamaan beban pajak untuk setiap orang sesuiai daya pikul 
masing-masing. Ukuran daya pikul dapat berupa penghasilan 
dan kekayaan atau pengeluaran seseorang. 
4) Teori Kewajiban Pajak Mutlak (Teori Bakti) 
Pajak (kewajiban asli) merupakan bakti tanda baktio 
seseorang kepada negaranya. 
5) Teori Gaya Beli 
Dasar keadilan pemungutan pajak, pada kepentingan 
masyarakat, bukan pada individu atau negara. Keadilan 
dipandang sebagai efel dari pemungutan pajak. 
2. Pajak Bumi dan Bangunan Perdeasaan dan Perkotaan  
a. Definisi  
 Menurut BAPENDA Kabupaten Pemalang pajak bumi dan 
bangunan perdesaan dan perkotaan adalah pajak atas bumi dan 
bangunan yang dimiliki, dikuasi dan dimanfaatkan oleh orang pribadi 
atau badan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha 
perkebunan,perhutanan dan pertambangan. 
 Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan 
perdalaman serta laut wilayah kabupaten/kota sedangkan Bangunan 
adalah kontruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada 




 Menurut Undang-Undang no. 28 tahun 2009, Restribusi daerah 
adalah pungutan daerah sebagai  pembayaran atas jasa atau pemberian 
izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan pemerintah daerah 
untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Pajak adalah iuran wajib 
pajak kepada negara yang bersifat memaksa tanpa mendapatkan 
imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan bersama-sama 
untuk kesejahteraan rakyat.  
b. Pendaftaran Dan Pendataan PBB 
1) Pendaftaran objek PBB 
Pendaftaran objek PBB dilakukan oleh subjek pajak dengan cara  
mengisi formulir yang tersedia di kantor BAPENDA dan di isi 
secara lengkap serta di tanda tangani dan dikembalikan lagi ke 
kantor BAPENDA yang bertugas untuk mengasih formulir dan 
mengambil formulir dengan melampir kan sebagai berikut. 
a) Fotocopy KTP dan NPWP 
b) Fotocopy Serfitikat Tanah 
c) Fotocopy akta tanah 
d) Atau bukti lainnya  
2) Pendataan PBB 
Pendataan dilakukan oleh di BAPENDA dengan mengunakan 
formulir yang sudah di isi oleh subjek pajak, pendataan dapat 




1) Penyampaian dan pemanfaatan pengambilan SPOP dapat 
dilaksanakan pada daerah/wilayah yang pada umumnya 
belum atau tidak mempunyai peta, daerah terpencil atau 
potensi PBB relatif kecil. 
2) Identifikasi Objek Pajak  
Dapat dilaksanakan pada daerah atau wilayah yang sudah 
mempunyai peta garis atau peta foto yang dapat menentukan 
posisi relatif OP dan mempunyai data adminitrasi PBB tugas 
tahun terakhir secara lengkap. 
3) Verifikasi Objek Pajak  
Dapat dilaksanakan pada daerah atau wilayah yang sudah 
mempunyai peta garis atau peta foto yang dapat menentukan 
posisi relatif OP dan mempunyai data adminitrasi PBB tiga 
tahun terakhir secara lengkap. 
Pengukuran Bidang Objek Pajak  
4) Dapat dilaksanakan pada daerah atau wilayah yang hanya 
mempunyai sket peta desa atau kelurahan tetapi belum dapat 
digunakan untuk menentukan posisi relatif objek pajak. 
c. Dasar Hukum Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 
Perkotan.                                                                                                                                                                                                                                                                   
 Pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan kota  saat ini 
sudah jelas yang tadinya di pungut oleh pemerintah pusat sekarang 




tersebut. Dasar hukum pemungutan pajak bumi dan bangunan 
perdesaan dan kota yang dikemukan oleh BAPENDA  kabupaten 
Pemalang sebagai berikut. 
1) Undang-Undang no 28 tahun 2009 tentang pajak dearah dan 
restribusi daerah. 
2) Peraturan daerah kabupaten pemalang Nomor 1 Tahun 2012 
tentang pajak daerah. 
3) Peraturan Bupati Pemalang Nomor 43 Tahun 2012 tentang 
pentujkan pelaksaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan 
Perdesaan Dan Perkotaan Kabupaten Pemalang.  
d. Subjek Pajak dan wajib pajak Bumi dan Banguan Perdesaan dan 
Perkotaan. 
 Menurut Bapenda Kabupaten Pemalang subyek pajak bumi dan 
bangunan perdesaan dan perkotaan adalah orang pribadi atau badan 
yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan memperoleh hak 
atas bumi dan memperoleh manfaat atas bangunan.Wajib pajak bumi 
dan bangunan perdesaan dan perkotaan adalah orang pribadi atau badan 
yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan meperoleh 
manfaat atas bumi dan/atau memiliki, menguasai, dan memperoleh 
manfaat atas bangunan.   
e. Obyek  pajak bumi dan bangun perdesaan dan perkotaan yang 




a) Digunakan pemerintah dan daerah untuk penyelengaraan 
pemerintah. 
b) Digunakan semata-mata untuk kepentingan umum dibidang 
ibadah,sosial, kesehatan, pendidikan,dan kebudayaan nasional 
yang tidak dimaksud tidak memperoleh keuntungan.  
c) Digunakan untuk kuburan, peninggalan purba kala,atau yang 
jenis dengan itu. 
d) Merupakan hutang lindung,hutan suaka alam, wisata taman 
nasional,tanah penggembalaanyang dikuasai oleh desa dan tanah 
negara yang belum dibebani oleh hak.  
e) Digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsultan 
berdasarkan asas perlakuan timbal balik.  
f) Digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional 
yang ditetapkan dengan peraturan menteri keuangan. 
f. Nilai Jual Obyek pajak (NJOP) dan Nilai jual objek pajak tidak kena 
pajak (NJOPTKP): 
Menurut BAPENDA Kabupaten Pemalang Nilai jual objek 
pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang 
diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar dan bilamana 
tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui 
perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan 
baru atau NJOP penganti. Besarnya nilai jual objek pajak tidak kena 




g. Tarif pajak bumi dan bangunan  
Tarif pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan ditetapkan 
sebagai berikut: 
a) NJOP dibawah Rp. 1.000.000.000 (satu milyar) sebesar 0,1%. 
b) NJOP diatas Rp. 1.000.000.000 sebesar 0.2%.  
3. Ekstensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan  
Ekstensifikasi wajib pajak adalah kegiatan yang berkaitan dengan 
penambahan jumlah wajib pajak terdaftar dan perluasaan objek pajak 
dalam adminitrasi Direktorat Jenderal Pajak (https://engine.ddtc.co.id). 
Kegiatan ekstensifikasi pajak berusaha mencari sesuatu yang tersembunyi 
yaitu subjek pajak yang telah memenuhi syarat sebagai wajib pajak tetapi 
belum terdaftar sebagai wajib pajak Christover dan Rondonuwu (2016). 
Dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE- 
51/PJ/2013 diatur Ketentuan Umum Tata Cara Pelaksanaan Ekstensifikasi 
sebagai berikut: 
1. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) melalukan ekstensifikasi dengan cara: 
a. Mendatangi Wajib Pajak di lokasi Wajib Pajak, 
b. Melalui Pemberi Kerja/Bendaharawan Pemerintah, dan 
c. Mengirimkan Surat Imbauan kepada Wajib Pajak. 
2. Pemilihan cara ekstensifikasi sebagaimana dimaksud angka 1 




3. Kondisi yang dimaksud pada angka 2 adalah kondisi geografis, 
ketersediaan SDM, anggaran, target penambahan NPWP, serta 
efektifitas, dan efisiensi pelaksaannya. 
4. KPP selain KPP Pratama melakukan ekstensifikasi dengan cara 
melalui Pemberi Kerja/Bendaharawan Pemerintah” 
4. Intensifikasi Pajak Bumi Dan Bangunan 
  Intensifikasi merupakan kegiatan optimalisasi penggalian 
penerimaan pajak terhadap objek pajak dan subjek pajak yang telah tercatat 
atau terdaftar dalam administrasi DJP, dan dari hasil pelaksanaan 
ekestensfikasi wajib pajak ( di Indonesia pada saaat ini disebut Direktorat 
Jenderal Pajak (DJP), dibawah Departemen Keuangan ) dengan para wajib 
pajak, yang dilakukan melalui penyuluhan, pelayanan, pengawasan secara 
intensif ke berbagai pihak (Lestari, 2017). 
Kebijakan intensifikasi bertujuan untuk mencermati seluruh obyek 
pajak sesuai dengan jumlah yang sudah ditentukan ataukah tidak, kebijakan 
ini dilakukan oleh kantor pajak. Kegiatan ini berfokus pada usaha 
mengidentifikasi masalah teknis pemungutan pajak, yaitu melalui  
penyuluhan dengan beragam cara dan melalui berbagai media. teknis 
pemungutan pajak dan berbentuk  himbauan, konseling, penelitian, 
pemeriksaan (Aditma et al., 2014) 
Sasaran kebijakan intensifikasi adalah orang atau badan yang telah 
memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Pasal 1 angka 6 UU KUP  




Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang 
dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam 
melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya (Aditma et al., 2014). 
5. Sanksi Pajak  
 Mardiasmo (2006) mendefinisikan sanksi perpajakan adalah 
jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan per-pajakan 
(norma perpajakan) akan dituruti/di-taati/dipatuhi” atau dengan kata lain 
sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar WP tidak 
melanggar norma per-pajakan. Dalam undang-undang perpajakan dikenal 
dua sanksi yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Ancaman terhadap 
pe-langgaran suatu norma perpajakan ada yang diancam dengan sanksi 
adminsitrasi saja, ada yang diancam dengan sanksi pidana saja, dan ada 
pula yang diancam dengan sanksi admi-nistrasi dan sanksi pidana. 
 Purwono (2010:68), dalam Savitri dan Nuraina (2017), 
mengelompokan  sanksi di bidang perpajakan ke dalam sanksi 
administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi merupakan 
pembayaran kerugian terhadap negara yang bisa berupa denda 
administrasi, bunga, atau kenaikan pajak yang terutang. Sanksi 
administrasi ditekankan kepada pelanggaran pelanggaran administrasi 
perpajakan yang tidak mengarah kepada tindak pidana perpajakan 
(Purwono, 2010 :68).  
Adapun sanksi pidana merupakan sanksi yang timbul karena 




unsur ketidaksengajaan atau kealpaan, atau dikarenakan adanya tindak 
pidana kejahatan yaitu tindak pidana yang mengandung unsur kesengajaan 
atau kelalaian/pengabaian. Ancaman sanksi pidana dapat berupa denda 
pidana, pidana kurungan, atau pidana penjara. Sanksi ini merupakan upaya 
terakhir dari pemerintah agar norma perpajakan benar-benar dipatuhi.  
(Purwono, 2010 :68). 
Menurut BAPENDA Sanksi Pajak adalah wajib pajak tidak 
membayar atau kurang membayar. Pajak yang terutang pada saat jatuh 
tempo pembayaran, dikenakan sanksi adminitrasi berupa dendan 2% 
sebulan yang dihitung dari saat jatuh tempo sampai dengan hari 
pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 bulan 
6. Studi Penelitian Terdahulu  
Tabel 2.1  
Penelitian Terdahulu 




 Intensifikasi.  
 Pemungutan Pajak 




pajak bumi dan bangunan 
di Dinas Pendapatan 
Daerah Kabupaten 
Sarolangun sudah cukup 
baik atau efektif. Namun 
hendaklah intensifikasi 
tersebut dapat ditingkatkan 
agar tujuan dari organisasi 
yaitu meningkatkan 





 Ekstensifikasi Pajak  
 Intensifikasi Pajak  






Penulis Variabel Kesimpulan 
Intensifikasi pajak 
berpengaruh secara positif 
dan signifikan terhadap 
penerimaan pajak bumi 
dan bangunan. 









 Faktor yang berpengaruh 
terhadap realisasi 
penerimaan PBB-P2 baik 
secara simultan maupun 
parsial yaitu: pemahaman, 
sikap, kesadaran dan 
sanksi. Faktor kesadaran 
adalah faktor yang pa-ling 
dominan di perkotaan dan 
faktor sanksi berpengaruh 
paling dominan di pede-
saan terhadap realisasi 
penerimaan PBB-P2 di 
Kabupaten Tapin. 





 kepatuhan wajib pajak  
 Pemeriksaan Pajak 
 Penagihan Pajak 
 Sanksi Perpajakan 
 Penerimaan Pajak 
 Hasil penelitian yang 
dilakukan diperoleh 
kesimpulan bahan 
kepatuhan wajib pajak dan 









B. Kerangka Pemikiran Konseptual 
1. Pengaruh ekstensifikasi pajak terhadap penerimaan pajak bumi dan 
bangunan di kecamatan Petarukan. 
Terdapat upaya dalam meningkatkan penerimaan pajak dapat, yaitu 
berupa ekstensifikasi ataupun intensifikasi di bidang perpajakan 




terdaftar dan perluasan objek pajak dalam administrasi Direktorat Jenderal 
Pajak (DJP). Dengan bertambahnya jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang 
terdaftar maka akan mempengaruhi tingkat penerimaan pajak penghasilan, 
karena tujuan utama kegiatan ekstensifikasi ini adalah penggalian penerimaan 
pajak melalui penambahan jumlah Wajib Pajak. 
2. Pengaruh ekstensifikasi pajak terhadap penerimaan pajak bumi dan 
bangunan di Kecamatan Petarukan. 
Penelitian Barkah (2014), dalam Christover dan Rondonuwu (2016), 
tentang Intensifikasi pajak menyimpukan bahwa kegiatan intensifikasi pajak 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak. Demikian juga 
yang dilakukan Dewi dan Maulida (2012),  dalam Christover dan Rondonuwu 
(2016), menemukan bahwa intensifikasi pajak dapat mempengaruhi 
penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama 
3. Pengaruh sanksi  pajak terhadap penerimaan pajak bumi dan bangunan 
di kecamatan Petarukan. 
Savitri dan Nuraina (2017) menjelaskan bahwa tingkat kepatuhan 
wajib pajak dapat dipengaruhi beberapa faktor, diantaranya adalah pengenaan 
sanksi perpajakan, kualitas pelayanan, dan penerapan sistem adminisrasi 
perpajakan modern. Agar peraturan perpajakan dipatuhi, maka harus ada 
sanksi perpajakan bagi para pelanggarnya. Kepatuhan peraturan pajak ini 
kemudian akan meningkatkan penerimaan perpajakan. Hal ini karena 
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 Menurut  (Supangat, 2007) definisi dari hipotesis sebagai berikut: 
Hipotesis adalah salah satu cara dalam statistika untuk menguji parameter 
populasi berdasarkan statistik sampelnya, untuk dapat diterima atau ditolak 
pada tingkat signifikan tertentu. Pada prinsipnya pengujian hipotesis ini 
membuat kesimpulan sementara untuk melakukan penyanggahan atau 
pembenaran dari pemasalahan yang akan ditelah. 
 Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, maka penulis mencoba 
merumuskan hipotesisnya. 
H1: Ekstensifikas pajak berpengaruh terhadap peningkatan penerimaan 
Pajak Bumi dan Bangunan di kecamatan petarukan. 
H2: Intensifikasi pajak berpengaruh terhadap peningkatan penerimaan 














H3:  Sanksi pajak berpengaruh terhadap peningkatan penerimaan pajak 



















A. Jenis Penelitian  
 Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penilitian kuantitatif 
dimana dalam penelitian yang dilakukan bersifat Deskriptif yaitu dalam 
penelitian ini peneliti mencoba memberikan informasi yang bertujuan untuk 
menggambarkan secara aktual dan Ril yang ada dilapangan mengenai pengaruh  
Ekstensifikasi,Intensifikasi dan Sanksi Pajak terhadap penerimaan pajak bumi 
dan bangunan . 
B. Populasi Dan Sampel 
1) Populasi  
 Menurut  (Sugiono, 2015) Populasi yaitu wilayah generalisasi yang terdiri 
atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu 
yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 
kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah hasil dari realisasi 
penerimaan pajak bumi dan bangunan di kecamatan petarukan tahun 2017-
2019, seluruh apatur yang menangani pemunggutan pajak bumi dan 
bangunan. 
2) Sampel 
Menurut (Sugiono, 2015) Sampel adalah bagian dari jumlah dan 
karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Untuk menentukan 
sampel penliti menggunakan teknik sampling jenuh yang artinya teknik 




 Ada beberpa kriteria pemilihan sampel dalam penelitian ini karena untuk 
menghindari informasi yang disampaikan bias oleh responden. Dalam 
penelitian saya menggunakan teknik penentuan sampel jenuh yaitu 
aparatur PBB-P2 pada tingkat desa seluruh Kec Petarukan yang terdiri dari 
Satu kelurahan dan sembilan belas desa, Dari tiap-tiap desa dan kelurahan 
penelitian akan menunjuk 3 orang atau responden yang berkompeten yang 
menangani dan mengerti tentang Pajak Bumi dan Bangunan secara  
langsung. Dari penjelasan diatas maka jumlah responden keseluruhan ada 
sebanyak 60 sampel  
 Berikut adalah rincian daftar responden pada kuesiner penelitian ini 
Tabel 3.1 
 Sampel Penelitian Seluruh Desa 
 di Kecematan Petarukan. 
No Kelurahan/Desa Responden 
1 Kelurahan Petarukan  3 
2 Bulu 3 
3 Kalirandu 3 
4 Karangasem 3 
5 Kendaldoyong 3 
6 Kendalrejo 3 
7 Kendalsari 3 
8 Klareyan 3 
9 Loning 3 
10 Nyamplung Sari 3 




No Kelurahan/Desa Responden 
12 Pegundan 3 
13 Pesucen 3 
14 Petanjungan  3 
15 Serang  3 
16 Sirangkang 3 
17 Tegalmlati 3 
18 Temuireng 3 
19 Widodaren 3 
20 Iser 3 
 Total 60 
 
C. Definisi Konseptual Dan Operasionalisasi Variabel  
1) Konseptual  
Defisini konseptual adalah unsur penelitian yang menjelaskan tentang 
karakteristik sesuatu masalah yang hendak diteliti dan menjelaskan suatu 
konsep yang  secara singkat, jelas dan tegas. Definisi konseptual dari 
masing-masing variabel sebagai berikut : 
a) Esktensifikasi Pajak adalah kegiatan yang berkaitan dengan 
penambahan wajib pajak yang dilakukan oleh Direktorat Jendral 
Pajak terhadap wajib pajak yang telah memenuhi syarat subjektif 
dan objektif namun belum mendaftakan diri untuk diberikan 
Nomor Pokok Wajib Pajak sesuai dengan peraturan perundang-
undangan perpajakan . 
b) Intensifikasi Pajak adalah kegiatan yang berkaitan dengan 




telah terdaftar dalam administrasi Direktorat Jendral Pajak dan dari 
hasil pelaksanaan Ekstensifikasi pajak. 
c) Sanksi Pajak adalah jaminan bahwa ketentuan peraturan 
perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan 
dituruti/di-taati/dipatuhi” atau dengan kata lain sanksi perpajakan 
merupakan alat pencegah (preventif) agar WP tidak melanggar 
norma per-pajakan. 
d) Penerimaan pajak bumi dan bangunan adalah jumlah penerimaan 
pajak bumi dan bangunan pada sektor perdesaan dan perkotaan 
yang diterima oleh daerah. 
2) Operasionalisasi Variabel 
Definisi operasional variabel adalah aspek penelitian yang memberikan 
informasi kepada kita tentang bagaimana cara mengukur variabel. Definisi 
operasional variabel dalam penilitan ini dijelaskan dengan tabel berikut ini.  
Tabel 3.2 Operasional Variabel 



























































































D. Metode Pengumpulan Data 
 Menurut  (Silalahi, 2012)pengumpulan data merupakan bagian integral 
dari satu rancangan penelitian. Maka metode pengumpulan data adalah teknik 
untuk mencari,memperoleh, mengumpulkan dan mencatat data, baik data 
primer maupun data sekunder.  
Berdasarkan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 
1) Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian 
dengan melakukan wawancara dengan kepala BAPENDA Kabupaten 
Pemalang mengenai upaya ekstensifikasi, intesnsifikasi dan jumlah 
penduduk pajak bumi dan bangunan di kecamtan petarukan. 
2) Data sekunder adalah data hasil realisasi penerimaan PBB Tahun 2017-
2019 di seluruh desa sekecamatan petarukan. 
E. Uji Validitas Dan Reliabilitas Instrumen Penelitian 
1)  Uji Validitas  
 Menurut (Ghozali, 2018) uji validitas digunakan untuk mengukur 
sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid 
jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkap suatu yang 
akan diukur oleh kuesioner tersebut.  
 Dari perhitungan korelasi pearson product moment dapat diketahui 
validitas masing-masing butir pertanyaan. Butir pertanyaan tersebut 
dikatakan valid atau sahih jika r hitung  daripada r tabel.. Butir 





 Keterangan :  
 r = Koefisien korelasi jumlah sampel 
 y = Variabel dependen 
 x = Variabel independen signifikan 5% 
Selain membandingkan r hitung dan r tabel, uji signifikam dapat juga 
dilakukan lewat uji t dengan rumus 
2)  Uji Reabilitas  
 Menurut (Ghozali, 2018) reliabilitas sebenarnya adalah alat untuk 
mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau 
konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban 
seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke 
waktu. Dalam penelitian ini, untuk mencari reliabilitas digunakan rumus 
alpha cronbach. Pengujian realibilitas dengan konsistensi internal 
dilakukan dengan cara mencobakan  sekali saja, kemudian data yang 
diperoleh dianalisis butir-butir pertanyaan, dalam penelitian ini digunakan 
teknik cronbach’s alfa (koefisien alfa). Suatu item pengukuran dapat 






 Keterangan :  
    : Reliabilitas instrumen  
 k : Banyaknya item  
        : Varians total  
    : Jumlah variabel item  
F. Metode Analisis Data. 
1. Statistik Deskriptif  
 Menurut (Atmaja , 2009) Statistik Deskriptif adalah kumpulan 
metode yang digunakan untuk menganalisis dan menyajikan data 
kuantitatif yang jumlahnya relatif besar dengan tujuan untuk 
mengambarkan data tersebeut agar dapat dimengerti dengan mudah Untuk 
mengetahui apakah masing-masing variabel berpengaruh terhadap 
pendapatan pajak PBB-P2. Penelitian ini menggunakan analisis regresi 
berganda dengan terlebih dahulu melakukan pengujian asumsi klasik. 
Statistik Deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi nilai rata-rata, 
varian, standar deviasi,  minimum, maksimum, sum. 
2. Uji Asumsi Klasik  
 Menurut (Ghozali, 2018)Uji Asumsi Klasik adalah persyaratan 
statistik yang harus dipenuhi pada analisis regresi linear berganda yang 




klasik yaitu uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, uji 
linearitas dan uji autokorelasi. 
a)  Uji Normalitas  
Uji normalitas adalah untuk melihat apakah nilai residual 
terdistribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah 
memiliki nilai residual yang terdistribusi normal. Jadi uji 
normalitas bukan dilakukan pada masing-masing variabel tetapi 
pada nilai residualnya. 
b) Uji Multikollinearitas  
Uji Multikollinearitas dirancang untuk menentukan apakah ada 
korelasi yang tinggi antara variabel independen dalam model 
regresi linier berganda. Jika ada korelasi yang tinggi antara variabel 
independen hubungan antara variabel independen dan variabel 
dependen terganggu. 
c) Uji heteroskedastizitas 
Uji heteroskedastizitas diperikas apakah ada perbedaan yang tidak 
sama anatara satu residu dan pengamat lain. Salah satu model 
regresi yang memenuhi persyaratan adalah bahwa ada kesamaan 
dalam varians antara residu dari satu pengamatan dan lainya. 
Dengan dasar analisis sebagai berikut. 
1) Apabila ada pola tertentu, seperti titik-titik yang membentuk 




kemudian menyempit) maka mengindikasikan telah terjadi 
heteroskedastizitas. 
2)  Apabila tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar 
keatas dan kebawah angak 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi 
heteroskedastizitas. 
3. Analisis Regresi Berganda 
 Menurut  (Silalahi, 2012) analisis regresi berganda adalah satu 
teknik statistik yang dapat digunakan untuk menganalisa hubungan antara 
satu variabel dependen tunggal dan beberapa variabel-variabel independen.  
Y = α + β1 X1 + β2 X2 +β3X3 e 
Dimana :  
Y = Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan  
α  = Konstanta 
β  = Nilai koefisien / pengurang variabel  
X1 = Ekstensifikasi Pajak 
X2 = Intensifikasi Pajak 
X3= Sanksi Pajak  
4. Uji Hipotesis 
a) Uji hipotesis secara parsial ( uji t) 
Uji statistik t pada dasarnya menunjukan seberapa jauh pengaruh sati 
variabel penjelas atau independen secara individu dalam menerangkan 




Uji t dilakukan untuk mengetahui pengaruh secara persial variabel 
independen terhadap variabel dependen.  
Hο : B₁ = 0 Variabel independen atau X secara individual tidak 
berpengaruh terhadap variabel dependen Y. 
Ha : B₁ ≠ 0 Variabel independen atau X secara individual berpengaruh 
terhadap variabel dependen Y. 
b) Kriteria pengujiannya adalah : 
Apabila nilai t signifikan, atau jika nilai profitabilitas < tingakat (derajat 
signifikan) maka koefisien regresi signifikan pada tingkat tertentu maka 
Ha ditolak, Hο diterima. Artinya variabel independen berpengaruh secara 
signifikan.  
5. Koefisien Determinasi (R²) 
  Koefisien determinasi dilambangkan dengan simbol R², merupakan 
kuadrat dari koefisien korelasi, koefisien ini dapat digunakan untuk 
menganalisis apakah variabel yang diduga (Y) dipengaruhi oleh variabel 
(X)  atau berapa variabel lainnya ( bebas) mempengaruhi variabel 
dependen ( terikat), mempunyai nilai 0-1 dimana nilai yang mendekati 1 






HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Gambaran Umum Wilayah Kecamatan Petarukan 
Secara topografis, wilayah Kecamatan Petarukan merupakan daerah 
dataran rendah. Kecamatan Petarukan secara administratif terbagi dalam 20 
desa/kelurahan. Kantor Kecamatan Petarukan terletak di jalan lintas provinsi 
yaitu Jl. Raya Petarukan, Dusun Kebonsari, Kelurahan Petarukan, Kabupaten 
Pemalang 52362. Kecamatan Petarukan terletak di pesisir pantai utara Laut 
Jawa dengan ketinggian 0 – 7 m di atas permukaan laut. Jarak dari barat ke 
timur kurang lebih 3,5 km sedangkan dari utara ke selatan kurang lebih 8 km. 
Jarak dari Ibukota kecamatan ke Ibukota Kabupaten lebih kurang 7 km. 
Kecamatan ini terdiri atas dataran pantai (Desa Nyamplung 
Sari dan Kendalrejo) serta sebagian besar adalah dataran rendah yang dilalui 
oleh kali (sungai) buatan Belanda, seperti Kali Sibanteng, Kali Waluh dan 
Kali Jati. 
Petarukan merupakan kecamatan yang mayoritas penduduknya adalah 
petani dan pedagang. Di Petarukan sendiri terdapat sebuah pasar, yaitu Pasar 
Petarukan yang merupakan pusat perekonomian di Petarukan. Pasar 
Petarukan juga terkenal dengan barang tekstilnya yang murah dan berkualitas. 
Kecamatan Petarukan memiliki dua puskesmas utama yang terletak 
di Kelurahan Petarukan dan Desa Klareyan serta juga terdapat beberapa 




Petarukan juga terdapat Kantor Polsek Petarukan dan Kantor Koramil 
03/Petarukan yang terletak tidak jauh dari Kantor Kecamatan Petarukan. 
Fasilitas pendidikan juga tersedia lengkap dari mulai PAUD, SD (MI), SMP 
(MTs), SMA (MA) dan Pondok Pesantren. 
Kecamatan Petarukan dilintasi oleh jalan lintas provinsi sehingga 
seluruh transportasi darat baik antar kota antar provinsi, maupun antar kota 
dalam provinsi pasti melalui Kecamatan Petarukan. Di Kecamatan Petarukan 
juga terdapat sebuah stasiun kereta api Kelas III, yaitu Stasiun 
Petarukan yang terletak di Desa Serang. Selain itu, pada tahun 2015 
proyek Jalan Tol Pemalang–Batang dimulai dan melintasi Kecamatan 
Petarukan, tepatnya di Desa Serang,  Petanjungan,  Widodaren dan  
Karangasem.  Tol ini juga memiliki Gerbang Tol Petarukan, yang rencana 
lokasi tepatnya terletak di sebelah barat Desa Serang dan langsung bertemu 
dengan persimpangan jalan lingkar Pemalang dan jalan ke Kota Pemalang. 
 
B. Hasil Penelitian 
1. Deskripsi Responden 
Penelitian ini menguji ekstensifikasi,intensifikasi dan sanksi pajak 
terhadap penerimaan pajak bumi dan bangunan. Kuesioner dalam 
penelitian ini dibagikan kepada responden yaitu seluruh apatur yang 
menangani pemunggutan pajak bumi dan bangunan di kecamatan 
Petarukan yang berjumlah 60 orang. Identitas responden berdasarkan jenis 






Deskripsi Responden berdasarkan Jenis Kelamin 
 
Jenis Kelamin Jumlah Presentase 
Laki-laki 49 82% 
Wanita 11 18 % 
Jumlah 60 100% 
          Sumber: Data diolah, 2020 
Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa responden yang merupakan 
apatur yang menangani pemunggutan pajak bumi dan bangunan di 
kecamatan Petarukan yang berjenis kelamin laki-laki yaitu sebanyak 49 
responden (82%), dan yang berjenis kelamin wanita sebanyak 11 
responden  (18%).   
Identitas responden berdasarkan Umur pada penelitian ini  dapat 
dilihat pada tabel berikut ini: 
Tabel 4.2.    
Deskripsi Responden berdasarkan Umur 
 
Umur Jumlah Presentase 
21 - 30 Tahun 0 10 % 
31 – 40 Tahun 8 13 % 
41  - 50 Tahun 36 60 % 
Di atas 51 Tahun 16 27 % 
Jumlah 60 100% 
           Sumber: Data diolah, 2020 
Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa responden yang merupakan 
apatur yang menangani pemunggutan pajak bumi dan bangunan di 
kecamatan Petarukan tidak ada yang  berusia antara 21 - 30 tahun 




yang berusia antara 41-50 tahun sebanyak 36 responden (630 %), dan 
yang berusia di atas 51 tahun yaitu sebanyak 16 responden (27%).  
 
2. Pengujian Validitas 
Validitas dapat diterjemahkan dengan sejauhmana ketepatan dan 
kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurnya. Hasil penelitian 
yang valid bila terdapat kesamaan antara data yang terkumpul dengan data 
yang sesungguhnya terjadi pada obyek yang diteliti. Suatu tes atau instrumen 
pengukur dapat dikatakan mempunyai validitas yang tinggi apabila alat 
tersebut menjalankan fungsi ukurnya yang sesuai dengan maksud 
dilakukannya pengukuran tersebut. Validitas setiap item pertanyaan 
ditunjukkan dengan nilai koefisien validitas. Oleh karena itu, untuk 
mendapatkan instrumen yang valid peneliti menggunakan metode pengujian 
validitas isi (content validity) dengan analisis item, yaitu dengan 
mengkorelasikan antara skor butir instrument dengan skor total. Untuk 
menghitung korelasi pada uji validitas menggunakan korelasi Product 
Moment Pearson. Butir pernyataan dikatakan tidak valid jika r hitung ≤ 
daripada r tabel. 
Tabel 4.3 
Hasil Uji Validitas Instrumen Penelitian 
 
No. Keterangan  rhitung rtabel Kriteria 
Ekstensifikasi  
1 Pernyataan  Nomor 1 0,712 0,361 Valid 
2 Pernyataan  Nomor 2 0,629 0,361 Valid 
3 Pernyataan  Nomor 3 0,864 0,361 Valid 




5 Pernyataan  Nomor 5 0,761 0,361 Valid 
Intensifikasi 
1 Pernyataan  Nomor 1 0,716 0,361 Valid 
2 Pernyataan  Nomor 2 0,778 0,361 Valid 
3 Pernyataan  Nomor 3 0,649 0,361 Valid 
4 Pernyataan  Nomor 4 0,805 0,361 Valid 
5 Pernyataan  Nomor 5 0,756 0,361 Valid 
6 Pernyataan  Nomor 6 0,747 0,361 Valid 
7 Pernyataan  Nomor 7 0,693 0,361 Valid 
8 Pernyataan  Nomor 8 0,774 0,361 Valid 
Sanksi 
1 Pernyataan  Nomor 1 0,572 0,361 Valid 
2 Pernyataan  Nomor 2 0,885 0,361 Valid 
3 Pernyataan  Nomor 3 0,864 0,361 Valid 
4 Pernyataan  Nomor 4 0,686 0,361 Valid 
Penerimaan PBB 
1 Pernyataan  Nomor 1 0,719 0,361 Valid 
2 Pernyataan  Nomor 2 0,714 0,361 Valid 
3 Pernyataan  Nomor 3 0,750 0,361 Valid 
4 Pernyataan  Nomor 4 0,716 0,361 Valid 
5 Pernyataan  Nomor 5 0,769 0,361 Valid 
6 Pernyataan  Nomor 6 0,666 0,361 Valid 
7 Pernyataan  Nomor 7 0,574 0,361 Valid 
8 Pernyataan  Nomor 8 0,792 0,361 Valid 
 Sumber: Data primer diolah, 2020 
 
Dari hasil pengujian validitas variabel penelitian di atas dapat 
diketahui bahwa semua butir pernyataan dalam kuesioner adalah valid 
karena mempunyai rhitung lebih besar dari rtabel (n=30) = 0,361.  Maka dapat 
diambil kesimpulan, bahwa seluruh keseluruhan butir pernyataan variabel 
yang digunakan dalam penelitian ini layak digunakan dalam penelitian  





3. Pengujian Reliabilitas 
Reliabilitas menunjukkan sejauh mana tingkat konsistensi pengukuran 
dari suatu responden ke responden yang lain atau dengan kata lain sejauh 
mana pertanyaan dapat dipahami sehingga tidak menyebabkan beda 
interpretasi dalam pemahaman pertanyaan tersebut. Untuk melihat reliabilitas 
masing-masing instrumen yang digunakan, penulis menggunakan koefisien 
cronbach’s alpha (α). Pengujian realibilitas dengan konsistensi internal 
dilakukan dengan cara mencobakan instrumen sekali saja, kemudian data 
yang diperoleh dianalisis  butir-butir pertanyaan dalam penelitian ini 
digunakan tehnik Cronbach’s  Alfa (koefisien alfa). Suatu item pengukuran 
dapat dikatakan reliabel apabila memiliki koefisien alfa lebih besar dari 0,6. 
Tabel 4.4 








Ekstensifikasi Pajak 0,806 0,6 Reliabel 
Intensifikasi Pajak 0,874 0,6 Reliabel 
Sanksi Pajak 0,759 0,6 Reliabel 
Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan 0,859 0,6 Reliabel 
Sumber: Data primer diolah, 2020 
Hasil pengujian reliabilitas pada tabel di atas  menunjukkan bahwa 
semua variabel mempunyai cronbach alpha yang cukup besar yaitu di atas 
0,6 sehingga dapat dikatakan semua konsep pengukur masing-masing 
variabel dari kuesioner adalah reliabel sehingga untuk selanjutnya item-
item pada masing-masing konsep variabel tersebut layak digunakan 





4. Pengujian Asumsi Klasik 
Suatu model regresi yang baik adalah model regresi yang memenuhi 
asumsi klasik yaitu, asumsi normalitas dan heterokedastisitas. Oleh karena 
itu, perlu dilakukan pengujian normalitas dan heterokedastisitas sebelum 
dilakukan pengujian hipotesis. Berikut penjelasan uji asumsi klasik yang akan 
dilakukan penelitian ini (Ghozali, 2018) 
a. Uji Normalitas 
Uji normalitas adalah untuk melihat apakah nilai residual 
terdistribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah 
memiliki nilai residual yang terdistribusi normal. Jadi uji normalitas 
bukan dilakukan pada masing-masing variabel tetapi pada nilai 
residualnya. Salah satu cara termudah untuk melihat nomalitas residual 
adalah dengan melihat normal probability plot yang membandingkan 
distribusi kumulatif dari ditribusi normal. Distribusi normal akan 
membentuk satu garis lurus diagonal, dan ploting data residual akan 
dibandingkan dengan garis diagonal. Jika distribusi data residual normal, 
maka garis-garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan 






Hasil Uji Normalitas 
 
Berdasarkan hasil dari uji normalitas pada penelitian ini dapat 
dilihat bahwa titik-titik menyebar disekitar garis diagonal dan 
penyebaran mengikuti arah garis diagonal. Dengan demikian dapat 
dinyatakan bahwa penyebaran data mendekati normal atau memenuhi 
asumsi normalitas. 
b. Uji Multikollinearitas 
Uji Multikollinearitas dirancang untuk menentukan apakah ada 
korelasi yang tinggi antara variabel independen dalam model regresi 
linier berganda. Jika ada korelasi yang tinggi antara variabel 











1 Ekstensifikasi ,398 2,512 
Intensifikasi ,343 2,914 
Sanksi ,676 1,480 
 
Dari hasil perhitungan uji asumsi klasik pada bagian collinearity 
statistic terlihat untuk ketiga variabel independen, angka VIF yaitu 
untuk variabel ekstensifikasi  sebesar 2,512; untuk variabel 
intensifikasi sebesar 2,914;  dan untuk variabel sanksi sebesar 1,480  
yang lebih kecil dari 10 sehingga tidak melebihi batas nilai VIF yang 
diperkenankan yaitu maksimal sebesar 10.  Dengan demikian dapat 
disimpulkan bahwa model regresi tersebut tidak terdapat masalah 
multikolinearitas 
c. Uji Heteroskedastisitas 
Uji Heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model 
regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke 
pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah yang 
Heteroskedastisitas atau tidak terjadi Heteroskedastisitas. Dasar analisis 
ada tidaknya masalah heterokedastisitas adalah jika tidak ada pola yang 
jelas, serta titik-titik menyebar di atas  dan di bawah angka 0 pada sumbu 






Hasil Uji Heteroskedastisitas 
 
Berdasarkan grafik scatterplot menunjukkan bahwa tidak 
ditemukan pola tertentu yang teratur dan titik-titik menyebar di atas 
dan di bawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini berarti tidak terjadi 
heteroskedastisitas pada model regresi 
5. Analisis  Regresi Berganda 
Regresi linier berganda bertujuan untuk mengetahui hubungan fungsional 
antara variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen.  
Tabel 4.6 






t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 7,230 2,599  2,781 ,007 
Ekstensifikasi ,426 ,136 ,368 3,143 ,003 
Intensifikasi ,410 ,132 ,393 3,111 ,003 
Sanksi ,268 ,130 ,185 2,057 ,044 





Berdasarkan hasil perhitungan analisis regresi ganda dengan 
menggunakan program SPSS diperoleh persamaan regresi  yaitu Ŷ = 7,230 + 
0,426 X1 + 0,410 X2 + 0,268 X3.   Berdasarkan persamaan regresi berganda di 
atas dapat diambil suatu analisis bahwa:  
a. Konstanta sebesar 7,230 artinya jika tidak ada variabel ekstensifikasi 
pajak, intensifikasi pajak dan sanksi pajak maka penerimaan Pajak 
Bumi dan Bangunan di kecamatan Petarukan adalah sebesar 7,230 
satuan.  
b. Koefisien regresi untuk variabel ekstensifikasi pajak sebesar 0,426  dan 
bertanda positif artinya jika variabel  ekstensifikasi pajak ditingkatkan 
sedangkan variabel lain tetap, maka akan menyebabkan peningkatan 
penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di kecamatan Petarukan. 
c. Koefisien regresi untuk variabel intensifikasi pajak sebesar 0,410  dan 
bertanda positif artinya jika variabel  intensifikasi pajak ditingkatkan 
sedangkan variabel lain tetap, maka akan menyebabkan peningkatan 
penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di kecamatan Petarukan. 
d. Koefisien regresi untuk variabel sanksi pajak sebesar 0,268   dan bertanda 
positif artinya jika variabel  sanksi pajak ditingkatkan sedangkan variabel 
lain tetap, maka akan menyebabkan peningkatan penerimaan Pajak Bumi 







6. Pengujian Parsial 
Pengujian parsial  atau  uji Ketepatan Parameter Penduga (Estimate). 
Digunakan untuk mengukur pengaruh variabel bebas terhadap variabel 
terikat.  Uji parsial digunakan untuk menguji apakah jawaban pertanyaan 
hipotesis itu benar. Uji statistik pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh 
pengaruh suatu variabel penjelas secara individual dalam menerangkan  
variabel terikat.  
Tabel 4.7 






t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 7,230 2,599  2,781 ,007 
Ekstensifikasi ,426 ,136 ,368 3,143 ,003 
Intensifikasi ,410 ,132 ,393 3,111 ,003 
Sanksi ,268 ,130 ,185 2,057 ,044 
a. Dependent Variable: Penerimaan 
 
Berdasarkan hasil pengujian parsial pada tabel di atas dapat diartikan 
bahwa : 
a. Dari pengujian hipotesis secara parsial ekstensifikasi pajak terhadap 
penerimaan pajak bumi dan bangunan diperoleh nilai sig = 0,003 < 0,05  
sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama yaitu 
“Ekstensifikas pajak berpengaruh terhadap peningkatan penerimaan 





b.  Dari pengujian parsial intensifikasi pajak terhadap penerimaan pajak 
bumi dan bangunan diperoleh nilai sig = 0,003 < 0,05  sehingga dapat 
disimpulkan bahwa hipotesis kedua yaitu “Intensifikasi pajak 
berpengaruh terhadap peningkatan penerimaan pajak bumi dan 
bangunan di kecamatan Petarukan” dapat diterima kebenarannya. 
c. Dari pengujian hipotesis secara parsial sanksi pajak terhadap 
penerimaan pajak bumi dan bangunan diperoleh nilai sig = 0,044 < 0,05  
sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis ketiga yaitu “Sanksi pajak 
berpengaruh terhadap peningkatan penerimaan pajak bumi dan 
bangunan di kecamatan Petarukan” dapat diterima kebenarannya. 
 
7. Koefisien Determinasi 
Untuk menguji model penelitian ini adalah dengan menghitung koefisie 
deterrminasi (R2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model 
dalam menerangkan variasi dependen. Nilai koefisien sdeterminasi adalah 
diantara nol dan satu  Ghozali (2011) Kelemahan mendasar penggunaan 
koefisien determinasi adalah bias terhadap jumlah variabel independen yang 
dimasukkan ke dalam model. Setiap tambahan satu variabel independen 
maka R2 pasti meningkat tidak perduli apakah variabel tersebut berpengaruh 
secara signifikan terhadap variabel dependen. Oleh karena itu banyak 
peneliti menganjurkan untuk menggunakan nilai Adjusted R2 pada saat 
mengevaluasi mana model regresi terbaik. Tidak seperti R2, nilai adjusted R2 
dapat naik turun apabila satu variabel independen ditambahkan ke dalam 





Hasil Analisis Koefisien Determinasi 
Model Summary 
Model R R Square Adjusted R Square 
Std. Error of the 
Estimate 
1 ,833a ,694 ,677 1,69233 
a. Predictors: (Constant), Sanksi, Ekstensifikasi, Intensifikasi 
 
Besarnya pengaruh dari ekstensifikasi pajak, intensifikasi pajak dan 
sanksi pajak secara bersama-sama terhadap penerimaan pajak bumi dan 
bangunan di kecamatan Petarukan  sebesar 67,7 % dan selebihnya yaitu 
sebesar 32,3 % dipengaruhi faktor lain yang tidak diteliti. 
 
C. Pembahasan 
1. Pengaruh ekstensifikasi pajak terhadap penerimaan pajak bumi dan 
bangunan di kecamatan Petarukan. 
Dari pengujian hipotesis secara parsial ekstensifikasi pajak 
terhadap penerimaan pajak bumi dan bangunan diperoleh nilai sig = 0,003 
< 0,05  sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama yaitu 
“Ekstensifikas pajak berpengaruh terhadap peningkatan penerimaan Pajak 
Bumi dan Bangunan di kecamatan Petarukan” dapat diterima 
kebenarannya. 
Penerimaan pajak adalah penerimaan dalam negeri yang paling aman, 
karena bersifat fleksibel terhadap pendapatan Negara, dan menjadi salah satu 
instrument bagi pemerintah untuk mengatur perekonomian, yang mudah untuk 
dipengaruhi kondisinya daripada penerimaan Negara bukan pajak (PNBP). 
Pengaruh dan campur tangan yang dilakukan oleh pemerintah dalam penerimaan 




Kebijakankebijakan baru yang dikeluarkan oleh pemerintah tujuan utamanya 
adalah untuk membantu meningkatkan kontribusi penerimaan pajak. 
Terdapat upaya dalam meningkatkan penerimaan pajak yaitu 
berupa ekstensifikasi ataupun intensifikasi di bidang perpajakan 
Ekstensifikasi Pajak merupakan kegiatan penambahan jumlah Wajib 
Pajak terdaftar dan perluasan objek pajak dalam administrasi Direktorat 
Jenderal Pajak (DJP). Dengan bertambahnya jumlah Wajib Pajak Orang 
Pribadi yang terdaftar maka akan mempengaruhi tingkat penerimaan 
pajak penghasilan, karena tujuan utama kegiatan ekstensifikasi ini adalah 
penggalian penerimaan pajak melalui penambahan jumlah Wajib Pajak. 
Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian Desti Setyanigrum 
(2016) yang membuktikan bahwa ekstensifikasi pajak berpengaruh 
terhadap penerimaan pajak. 
2. Pengaruh intensifikasi pajak terhadap penerimaan pajak bumi dan 
bangunan di Kecamatan Petarukan. 
Dari pengujian parsial intensifikasi pajak terhadap penerimaan 
pajak bumi dan bangunan diperoleh nilai sig = 0,003 < 0,05  sehingga dapat 
disimpulkan bahwa hipotesis kedua yaitu “Intensifikasi pajak berpengaruh 
terhadap peningkatan penerimaan pajak bumi dan bangunan di 
kecamatan Petarukan” dapat diterima kebenarannya 
Intensifikasi pajak bumi dan bangunan di kecamatan Petarukan 
adalah upaya yang dilakukan pemerintah kecamatan Petarukan untuk 




kepatuhan subjek pajak yang telah ada. Intensifikasi pajak daerah adalah 
memaksimalkan berbagai kebijakan yang selama ini telah dilaksanakan, 
melalui peningkatan efesiensi dan efektivitas penerimaan pajak daerah, 
perbaikan sistem administrasi atau peningkatan tarif pajak, dan 
memperbaiki sistem perpajakan daerah. 
Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian Desti Setyanigrum 
(2016) yang membuktikan bahwa intensifikasi pajak berpengaruh 
terhadap penerimaan pajak. 
 
3. Pengaruh sanksi  pajak terhadap penerimaan pajak bumi dan bangunan di 
kecamatan Petarukan. 
Dari pengujian hipotesis secara parsial sanksi pajak terhadap 
penerimaan pajak bumi dan bangunan diperoleh nilai sig = 0,044 < 0,05  
sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis ketiga yaitu “Sanksi pajak 
berpengaruh terhadap peningkatan penerimaan pajak bumi dan bangunan 
di kecamatan Petarukan” dapat diterima kebenarannya. 
Sanksi adalah suatu tindakan berupa hukuman yang diberikan 
kepada orang yang melanggar peraturan. Sanksi perpajakan dikenakan 
kepada wajib pajak yang tidak patuh dalam memenuhi perpajakannya. 
Sanksi pajak memiliki peran penting guna memberikan pelajaran 
bagipelanggar pajak agar tidak meremehkan peraturan perpajakan dan 
patuh dalam membayar pajak. Pengenaan sanksi pajak kepada wajib 




pajak sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak.  Savitri dan 
Nuraina (2017) menjelaskan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak dapat 
dipengaruhi beberapa faktor, diantaranya adalah pengenaan sanksi 
perpajakan, kualitas pelayanan, dan penerapan sistem adminisrasi 
perpajakan modern. Agar peraturan perpajakan dipatuhi, maka harus ada 
sanksi perpajakan bagi para pelanggarnya. Kepatuhan peraturan pajak ini 
kemudian akan meningkatkan penerimaan perpajakan. Hal ini karena 
peraturan pajak disusun agar wajib pajak membayar pajak sesuai 
ketentuan. 
Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian Tomy Yulian 
Arrizky  (2016) yang membuktikan bahwa sanksi pajak berpengaruh 










KESIMPULAN DAN SARAN 
 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan uraian pada hasil penelitian dan pembahasan dapat diambil 
beberapa kesimpulan yaitu : 
1. Penelitian ini membuktikan bahwa ekstensifikasi pajak berpengaruh 
terhadap peningkatan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di kecamatan 
Petarukan, maka semakin baik ekstensifikasi pajak maka penerimaan Pajak 
Bumi dan Bangunan di kecamatan Petarukan juga akan semakin meningkat. 
2. Penelitian ini membuktikan bahwa intensifikasi pajak berpengaruh terhadap 
peningkatan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di kecamatan 
Petarukan, maka semakin baik intensifikasi pajak maka penerimaan Pajak 
Bumi dan Bangunan di kecamatan Petarukan juga akan semakin meningkat 
3. Penelitian ini membuktikan bahwa sanksi pajak berpengaruh terhadap 
peningkatan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di kecamatan 
Petarukan, maka semakin baik penerapan sanksi pajak maka penerimaan 
Pajak Bumi dan Bangunan di kecamatan Petarukan juga akan semakin 
meningkat. 
B. Saran  
Dari hasil analisis yang telah dikemukakan, maka saran yang                 




1. Penelitian selanjutnya untuk bisa lebih luas dalam membagikan sampel 
yang banyak respondenya dan menambahkan variabel-variabel 
independen lainya yang dapat mempengaruhi penerimaan pajak bumi dan 
bangunan. 
2. Kecamatan Petarukan perlu meningkatkan efektivitas pelaksanaan 
intensifikasi pemungutan PBB dengan mengoptimalkan kegiatan yang 
telah dilaksanakan. Peningkatan efektivitas intensifikasi pemungutan perlu 
dilakukan karena masih banyak potensi PBB yang belum bisa 
dimaksimalkan dengan baik, seperti SPPT yang sampai saat ini belum bisa 
tersampaikan 100% kepada Wajib Pajak dari keseluruhan jumlah SPPT 
yang dicetak.  
3. Kecamatan Petarukan sebaiknya memberikan sosialisasi-sosialisai tentang 
manfaat membayar PBB, serta memberikan peraturan perundang-
undangan yang berlaku, sehingga membuat wajib pajak paham akan 
pentingnya membayar pajak.  
4. Kecamatan Petarukan juga dapat memberikan bukti-bukti yang nyata bagi 
pembangunan di Kecamatan Petarukan agar membuat wajib pajak 
semakin yakin dan mau untuk membayar pajak. 
5. Sanksi perpajakan perlu disosialisasikan kepada masyarakat selaku wajib 
pajak agar mereka dapat mengetahui dan memahami hal-hal apa saja yang 




6. Untuk tahun 2020 aparatur desa menginginkan adanya prpogram 
penghapus denda pajak untuk memancing minat masyarakat membayar 
pajak, karena adanya covid 19 yang menjadikan kelesuan ekonomi. 
C. Keterbatasan penelitian  
1.Adanya covid yang membatasi jam kerja aparatur desa 
2.Adanya program pembagian bansos yang di program seluruh indonesia. 
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Perihal  :Kesediaan Menjadi Responden Penelitian 
Kepada Yth  : Bapak/Ibu Aparatur Pemunggutan PBB Di Desa Seluruh  
Kec. Petarukan Kab. Pemalang 
 
Dengan, hormat 
 Pertama-tama saya mengucapkan banyak-banyak terimakasih kepada 
bapak/ibu yang bersedia meluangkan waktunya untuk mengisi kuesioner. 
Kuesioner ini merupakan bagian dari proses penyusunan skripsi saya yang 
berjudul Pengaruh Ekstensifikasi,Intensifikasi dan sanksi Pajak Bumi Dan 
Bangunan Terhadap Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (Studi Empiris 
Seluruh Desa di Kecamatan Petarukan ). 
Perlu saya sampaikan dalam pengisian kuesioner adalah: 
 Tidak ada kesimpulan salah atau benar dalam jawaban yang Bapak/Ibu 
berikan..  
 Setiap jawaban yang Bapak/Ibu berikan bagi saya sangat penting, sehingga 
diharapakan tidak ada jawaban yang terlewati atau kosong. 
 Penilian yang objektif yang saya harapkan, karena berguna untuk 
mengembangkan ilmu yang mengenai ekstensifikasi, intensifikasi dan 
sanksi pajak dalam pajak bumi dan bangunan.  
 Saya mengikuti dan patuh terhadap standar profesional dan etika 
penelitian . Oleh karena itu saya akan menjaga kerahasiaan indentitas dan 
jawaban yang Bapak/Ibu berikan. 
Terimakasih atas kerjasama dan ketersedian bapak/ibu dalam meluangkan 
waktunya untuk mengisi kuesioner ini. 
Wasalamualaikum warohmatullahi wabarokatuh.  
        Hormat saya 
 





Identitas Pribadi Responden  
Berikan tanda centang (√) dalam pilihan jawaban yang menurut anda sesuai 
dengan keadaanya. 
a. Nama`  :.................................... (boleh tidak diisi) 
b. Jenis kelamin : laki-laki, wanita  
c. Umur   : 1.  21-30 tahun  
2.  31-40 tahun  
3. 41-50 tahun  
4. 51-60 tahun  
Petunjuk Pengisian Kuesioner  
1. Mohon bapak/ibu mengisi kuesiner dan jawaban seluruh pernyataan yang 
ada guna mempelancar penelitian. 
2. Selanjutnya bapak/ibu cukup memberikan tanda centang (√) pada kolom 
lembar yang disediakan. 
Sangat Setuju  (SS) 
Setuju   (S) 
Netral    (N) 
Tidak Setuju   (TS) 
Sangat Tidak Setuju (STS) 
3. terimakasih atas pratisipasinya bapak/ibu yang sudah meluang waktunya 
untuk mengisis kuesioner ini. 







No Pertanyaan Tanggapan Responden 
SS S N TS STS 
A Ekstensifikasi Pajak 
1 Instansi PBB-P2 memberikan pelayanan 
pemberian Nomor Obyek Pajak (NOP) secara 
baik. 
     
2 Instansi PBB-P2 memberikan kemudahan dalam 
pembayaran pajak bumi dan bangunan.  
     
3 Instansi PBB-P2 memberikan fasilitas dan 
berkoordinasi dengan pemunggut pajak di 
lapangan. 
     
4 Instansi PBB-P2 secara rutin mencari dan 
mendata wajib pajak yang belum terdaftar. 
     
5 Instansi PBB-P2 mengamati dan mencari data 
potensi pajak bumi dan bangunan 
     
B Intensifikasi 
6 Instansi PBB-P2 memberikan penyuluhan 
adminitrasi dan pembayaran pajak daerah. 
     
7 Instansi PBB-P2 memberikan sosialisasi 
pembayaran pajak bumi dan bangunan melalui 
spanduk dan papan informasi lainnya  
     
8 Instansi PBB-P2 memperbaiki prosedur pajak 
dengan menyederhanakan administrasi 
perpajakan 
     
9 Instansi PBB-P2 melakukan kerjasama dengan 
bank daerah dalam pembayaran pajak bumi dan 
bangunan 
     




guna mempermudah pembayaran pajak bumi dan 
bangunan 
11 Instansi PBB-P2 melakukan program do to dor 
dalam dalam kegiatan pemungutan pajak bumi 
dan banguan  
     
12 Instansi PBB-P2 mengadakan gebyar pajak 
(hadiah) guna meningkatkan penerimaan pajak 
bumi dan bangunan . 
     
13 Instansi PBB-P2 memperbaiki basis data dan 
penghitungan kepasitas penerimaan pajak secara 
berkala. 
     
C Sanksi Pajak 
14 Instansi PBB-P2 menerapkan sanksi administrasi 
kepada wajib pajak yang menunggak  
     
15 Instansi PBB-P2 mengawasi wajib pajak yang 
menyembunyikan objek pajak. 
     
16 Instansi PBB-P2 mengawasi dan memeriksa data 
wajib pajak yang dicurigai tidak sesuai dengan 
yang sebenarnya 
     
17 Instansi PBB-P2 mendata wajib pajak yang 
terlambat dalam membayar pajak  melebihi  
jatuh tempo pembayaran. 
     
D Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan 
18 Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang di terima 
wajib pajak secara tepat waktu. 
     
19 Pembayaran pajak bumi dan bangunan dilakukan 
sesuai jangka waktu pembayaran 
     
20 Pembayaran pajak bumi dan bangunan dibayar 
sesuai nilai nominal yang tercantum dalam surat 
pemberitahuan pajak terhutang 




21 Pemungut pajak di lapangan menyetorkan pajak 
bumi dan bangunan ke kas negara sesuai jangka 
waktu penyetoran 
     
22 Penerimaan pajak bumi dan bangunan sangat 
penting bagi pembangunan daerah 
     
23 Penerimaan pajak bumi dan bangunan memiliki 
peran penting dalam kemandirian daerah 
     
24 Penerimaan pajak bumi dan bangunan 
memerlukan kerjasama antara fiskus dan wajib 
pajak 
     
25 Penerimaan pajak bumi dan bangunan 
merupakan salah satu pendapatan terbesar bagi 
daerah 











Tabulasi Data Pengujian Validitas dan Reliabilitas Variabel Ekstensifikasi Pajak 
 
No. Resp Kelamin Umur 
Ekstensifikasi 
1 2 3 4 5 Jml 
1 1 3 4 5 4 4 4 21 
2 1 2 5 4 5 5 4 23 
3 1 3 4 4 4 4 3 19 
4 1 2 4 4 3 4 3 18 
5 1 3 4 4 5 5 5 23 
6 1 2 5 5 5 5 5 25 
7 1 3 5 5 5 5 5 25 
8 1 3 4 4 4 3 3 18 
9 1 4 4 5 4 3 3 19 
10 1 3 4 4 4 4 4 20 
11 1 3 4 5 4 4 4 21 
12 1 4 5 5 4 3 4 21 
13 1 2 5 5 4 2 4 20 
14 1 3 4 4 4 4 3 19 
15 1 2 4 4 5 4 5 22 
16 1 3 3 4 4 4 4 19 
17 1 3 4 4 4 5 4 21 
18 1 3 4 4 5 5 4 22 
19 1 4 4 4 5 4 4 21 
20 1 3 5 5 5 5 4 24 
21 1 4 3 3 3 1 3 13 
22 1 4 3 3 3 1 3 13 
23 1 3 4 4 3 1 3 15 
24 1 4 4 4 4 4 3 19 
25 1 4 4 4 4 3 3 18 
26 1 4 5 5 5 4 3 22 
27 1 4 4 4 4 2 2 16 
28 1 3 4 5 4 3 3 19 
29 1 4 4 4 4 4 4 20 














1 2 3 4 5 6 7 8 Jml 
1 4 4 4 5 5 5 5 4 36 
2 5 5 5 5 5 5 4 5 39 
3 4 4 4 3 3 3 4 3 28 
4 4 5 4 4 4 3 4 3 31 
5 4 4 5 4 4 4 4 4 33 
6 5 5 5 5 5 5 4 5 39 
7 5 5 5 5 5 5 5 5 40 
8 3 3 3 3 4 3 3 3 25 
9 4 4 4 3 4 4 4 4 31 
10 4 4 4 3 4 4 4 4 31 
11 4 4 3 3 4 3 3 4 28 
12 5 5 4 5 5 3 3 5 35 
13 4 4 3 3 4 3 3 4 28 
14 4 4 4 4 4 3 3 4 30 
15 4 5 3 5 5 3 5 5 35 
16 4 4 4 4 4 4 5 4 33 
17 4 5 4 4 4 5 5 4 35 
18 4 4 3 3 4 4 4 4 30 
19 5 4 4 4 4 4 5 5 35 
20 4 5 5 5 5 5 5 5 39 
21 4 4 4 4 4 3 3 4 30 
22 4 4 4 4 4 3 3 4 30 
23 4 4 4 4 4 3 3 4 30 
24 4 4 4 4 4 4 3 4 31 
25 4 4 4 4 3 4 3 4 30 
26 4 4 4 5 4 4 3 3 31 
27 4 5 4 5 4 4 5 4 35 
28 5 4 4 4 5 4 4 4 34 
29 5 5 4 5 5 4 5 5 38 












1 2 3 4 Jml 
1 4 4 4 4 16 
2 5 5 5 5 20 
3 4 4 4 4 16 
4 4 4 5 4 17 
5 4 4 4 4 16 
6 5 5 5 4 19 
7 5 5 5 5 20 
8 4 4 3 3 14 
9 5 3 3 4 15 
10 4 4 4 4 16 
11 5 3 3 5 16 
12 4 4 4 3 15 
13 3 3 3 3 12 
14 4 3 3 4 14 
15 4 4 5 4 17 
16 4 4 4 5 17 
17 4 4 5 4 17 
18 5 5 4 4 18 
19 4 4 4 4 16 
20 4 4 4 5 17 
21 4 4 4 4 16 
22 4 4 4 4 16 
23 4 4 4 4 16 
24 4 3 3 4 14 
25 4 3 3 4 14 
26 4 3 3 4 14 
27 4 5 5 5 19 
28 4 5 5 5 19 
29 5 4 4 4 17 















1 2 3 4 5 6 7 8 Jml 
1 4 4 5 5 5 5 4 5 37 
2 5 4 5 5 5 5 4 4 37 
3 4 4 4 4 4 4 4 4 32 
4 4 4 4 5 4 4 5 4 34 
5 4 3 4 4 4 5 4 4 32 
6 5 5 5 5 5 5 5 5 40 
7 5 5 5 5 5 5 5 5 40 
8 4 4 4 4 4 4 4 5 33 
9 4 4 4 4 4 4 5 5 34 
10 4 4 4 4 4 4 4 4 32 
11 4 5 5 5 5 5 4 5 38 
12 4 4 4 5 5 5 3 4 34 
13 4 4 4 4 3 4 3 3 29 
14 4 4 5 4 5 4 4 4 34 
15 4 5 3 3 4 5 4 5 33 
16 4 4 4 4 4 4 4 4 32 
17 4 4 3 3 5 5 4 4 32 
18 4 4 3 3 4 5 5 4 32 
19 4 3 4 4 4 4 4 4 31 
20 4 4 5 4 5 5 5 5 37 
21 3 3 3 3 3 3 3 3 24 
22 4 4 4 4 4 4 4 4 32 
23 4 4 4 4 4 4 4 4 32 
24 4 4 4 4 5 5 4 4 34 
25 3 4 4 4 5 5 4 4 33 
26 4 4 4 4 5 5 4 4 34 
27 4 4 4 4 5 5 5 5 36 
28 5 5 5 5 5 5 4 5 39 
29 4 5 4 5 4 4 5 5 36 









Tabulasi Data Penelitian Variabel Ekstensifikasi Pajak 
 
No. Resp Kelamin Umur 
Ekstensifikasi 
1 2 3 4 5 Jml 
1 2 4 4 4 3 4 4 19 
2 2 3 4 4 3 3 3 17 
3 1 3 4 5 4 3 4 20 
4 1 3 3 4 3 3 4 17 
5 2 3 4 4 3 4 3 18 
6 1 2 4 4 4 4 3 19 
7 1 3 4 4 4 3 3 18 
8 1 4 4 4 4 3 3 18 
9 1 3 4 4 4 2 2 16 
10 1 4 4 4 4 4 4 20 
11 1 3 4 5 4 4 4 21 
12 1 2 5 4 5 5 4 23 
13 1 3 4 4 4 4 3 19 
14 1 2 4 4 3 4 3 18 
15 1 3 4 4 5 5 5 23 
16 1 2 5 5 5 5 5 25 
17 1 3 5 5 5 5 5 25 
18 1 3 4 4 4 3 3 18 
19 1 4 4 5 4 3 3 19 
20 1 3 4 4 4 4 4 20 
21 1 3 4 5 5 5 5 24 
22 1 4 5 5 4 3 4 21 
23 1 2 5 5 4 2 4 20 
24 1 3 4 4 4 4 3 19 
25 1 2 3 3 5 4 5 20 
26 1 3 3 4 4 4 4 19 
27 1 3 4 3 3 4 4 18 
28 1 3 4 3 4 3 4 18 
29 1 4 4 3 4 3 3 17 
30 1 3 5 5 5 5 4 24 
31 1 4 4 4 3 1 3 15 
32 1 4 4 4 3 1 3 15 
33 1 3 4 4 3 1 3 15 
34 1 4 4 4 4 4 3 19 
35 1 4 4 4 4 3 3 18 
36 1 4 5 4 4 4 3 20 
37 1 4 5 5 5 4 4 23 
38 1 3 5 5 5 5 4 24 
39 1 4 4 5 5 5 4 23 
40 1 3 3 4 4 3 4 18 




No. Resp Kelamin Umur 
Ekstensifikasi 
1 2 3 4 5 Jml 
42 1 4 5 5 5 4 4 23 
43 2 2 5 5 5 4 4 23 
44 1 3 4 4 3 4 4 19 
45 1 3 4 3 3 4 4 18 
46 1 3 4 4 5 5 5 23 
47 1 4 3 4 4 3 4 18 
48 1 3 4 4 3 3 3 17 
49 2 3 4 3 3 3 4 17 
50 1 3 4 4 3 4 4 19 
51 1 3 5 5 5 4 5 24 
52 1 3 4 4 4 3 3 18 
53 1 3 4 4 5 5 5 23 
54 2 3 4 4 4 3 3 18 
55 2 2 4 5 4 3 3 19 
56 1 4 5 5 4 4 4 22 
57 2 3 4 4 5 3 4 20 
58 2 3 4 4 4 4 4 20 
59 2 3 5 4 4 5 4 22 












1 2 3 4 5 6 7 8 Jml 
1 4 4 4 4 4 4 4 4 32 
2 4 4 3 4 5 4 5 4 33 
3 4 5 4 4 4 5 2 4 32 
4 4 3 5 2 3 2 5 4 28 
5 4 4 4 5 4 3 4 4 32 
6 5 5 4 4 4 5 3 4 34 
7 4 4 4 4 4 3 4 4 31 
8 4 4 4 4 4 3 4 4 31 
9 4 4 4 4 4 3 4 4 31 
10 4 4 4 4 4 4 4 4 32 
11 4 4 4 4 5 5 5 4 35 
12 5 5 5 5 5 5 4 5 39 
13 4 4 4 4 3 3 4 3 29 
14 4 5 4 4 4 3 4 5 33 
15 4 4 3 4 4 4 4 4 31 
16 5 5 5 5 5 5 4 5 39 
17 5 5 5 5 5 5 5 5 40 
18 4 4 3 4 5 3 5 5 33 
19 4 4 4 4 4 4 4 4 32 
20 4 4 4 4 4 4 4 4 32 
21 4 4 3 5 5 5 5 5 36 
22 5 5 4 4 5 3 3 5 34 
23 4 4 3 3 4 3 3 4 28 
24 4 4 4 4 4 3 3 4 30 
25 4 5 3 5 4 3 4 4 32 
26 4 4 4 4 4 3 3 4 30 
27 4 4 4 4 4 4 4 3 31 
28 4 4 3 3 4 4 4 4 30 
29 5 4 4 3 4 4 3 3 30 
30 4 5 5 5 5 5 5 5 39 
31 4 4 4 4 4 3 3 4 30 
32 4 4 4 4 4 3 3 4 30 
33 4 4 4 4 4 3 3 4 30 
34 4 4 4 4 4 4 3 4 31 
35 4 4 4 4 3 4 3 4 30 
36 4 4 4 5 4 4 3 3 31 
37 4 5 4 5 4 4 5 4 35 
38 5 4 4 4 5 4 4 4 34 
39 5 5 4 5 5 4 5 5 38 
40 4 3 5 3 4 4 4 3 30 






1 2 3 4 5 6 7 8 Jml 
42 4 5 4 5 5 5 5 5 38 
43 4 5 5 5 4 5 2 4 34 
44 4 4 4 4 3 4 4 4 31 
45 4 3 4 4 4 4 4 4 31 
46 4 4 5 4 5 4 5 5 36 
47 4 4 3 4 4 5 4 3 31 
48 4 5 3 5 5 1 3 4 30 
49 4 5 4 3 5 1 4 4 30 
50 3 4 5 5 4 4 4 4 33 
51 4 5 5 4 4 5 4 5 36 
52 5 4 5 4 4 3 3 4 32 
53 5 4 5 4 4 3 5 4 34 
54 4 5 4 5 4 5 3 4 34 
55 3 4 4 4 4 4 5 5 33 
56 5 5 5 4 4 5 5 4 37 
57 4 4 4 5 3 4 5 4 33 
58 4 4 4 5 5 4 4 4 34 
59 4 3 5 5 3 5 3 4 32 















1 2 3 4 Jml 
1 4 4 4 4 16 
2 3 5 5 3 16 
3 4 3 4 4 15 
4 1 4 3 1 9 
5 3 4 3 4 14 
6 4 4 5 3 16 
7 4 4 4 4 16 
8 4 4 4 4 16 
9 4 4 4 4 16 
10 4 4 4 4 16 
11 4 4 4 4 16 
12 5 5 5 5 20 
13 4 4 4 4 16 
14 4 4 5 4 17 
15 4 4 4 4 16 
16 5 5 5 4 19 
17 5 5 5 5 20 
18 4 4 3 3 14 
19 5 3 3 4 15 
20 4 4 4 4 16 
21 5 4 4 5 18 
22 4 4 4 3 15 
23 3 3 3 3 12 
24 4 3 3 4 14 
25 4 4 5 4 17 
26 4 4 4 5 17 
27 4 4 5 4 17 
28 5 5 4 4 18 
29 4 4 4 4 16 
30 4 4 4 5 17 
31 4 4 4 4 16 
32 4 4 4 4 16 
33 4 4 4 4 16 
34 4 4 3 3 14 
35 4 4 4 4 16 
36 4 4 4 4 16 
37 4 5 5 5 19 
38 4 5 5 5 19 
39 5 4 4 4 17 
40 3 3 3 3 12 






1 2 3 4 Jml 
42 3 3 4 4 14 
43 5 3 3 2 13 
44 5 4 4 4 17 
45 4 4 4 4 16 
46 5 4 4 4 17 
47 3 4 4 4 15 
48 2 3 3 4 12 
49 2 3 3 4 12 
50 5 4 4 4 17 
51 5 5 5 5 20 
52 4 3 4 4 15 
53 4 3 4 4 15 
54 4 3 4 4 15 
55 4 4 4 4 16 
56 5 5 4 4 18 
57 5 5 4 4 18 
58 4 4 4 4 16 
59 5 3 3 4 15 













1 2 3 4 5 6 7 8 Jml 
1 4 4 4 4 4 4 4 4 32 
2 4 4 4 4 4 4 3 4 31 
3 5 4 5 5 5 4 4 4 36 
4 3 4 5 3 4 4 4 3 30 
5 4 4 5 4 5 5 3 4 34 
6 5 5 4 4 5 4 3 4 34 
7 4 4 4 4 4 4 4 4 32 
8 4 4 4 4 4 4 4 4 32 
9 4 4 4 4 4 4 4 4 32 
10 3 4 4 4 4 4 5 4 32 
11 4 4 5 3 4 5 4 5 34 
12 5 4 5 5 5 5 4 4 37 
13 4 4 4 4 4 4 4 4 32 
14 4 4 4 5 4 4 5 4 34 
15 4 3 4 4 4 5 4 4 32 
16 5 5 5 5 5 5 5 5 40 
17 5 5 5 5 5 5 5 5 40 
18 4 4 4 4 4 4 4 5 33 
19 4 4 4 4 4 4 5 5 34 
20 4 4 4 4 4 4 4 4 32 
21 4 5 5 5 5 5 4 5 38 
22 4 4 4 5 5 5 3 4 34 
23 4 4 4 4 3 4 3 3 29 
24 4 4 5 4 5 4 4 4 34 
25 4 5 3 3 4 5 4 5 33 
26 4 4 4 4 4 4 4 4 32 
27 4 4 3 3 5 5 4 4 32 
28 4 4 3 3 4 5 5 4 32 
29 4 3 4 4 4 4 4 4 31 
30 4 4 5 4 5 5 5 5 37 
31 3 3 3 3 3 3 3 3 24 
32 4 4 4 4 4 4 4 4 32 
33 4 4 4 4 4 4 4 4 32 
34 4 4 4 4 5 5 4 4 34 
35 3 4 4 4 5 5 4 4 33 
36 4 4 4 4 5 5 4 4 34 
37 4 4 4 4 5 5 5 5 36 
38 5 5 5 5 5 5 4 5 39 
39 4 5 4 5 4 4 5 5 36 
40 4 3 4 4 4 4 4 4 31 






1 2 3 4 5 6 7 8 Jml 
42 4 4 5 4 5 5 5 4 36 
43 3 4 5 5 5 5 4 4 35 
44 3 4 5 4 4 4 4 4 32 
45 4 4 3 4 4 4 4 4 31 
46 5 5 4 4 5 5 4 4 36 
47 4 4 4 4 4 4 4 4 32 
48 2 2 4 2 4 4 4 4 26 
49 2 2 4 2 4 4 4 4 26 
50 4 4 4 4 5 4 4 4 33 
51 4 4 5 4 5 5 5 4 36 
52 4 4 4 4 4 5 4 5 34 
53 4 4 4 4 5 5 4 5 35 
54 4 4 4 4 5 5 4 5 35 
55 4 3 4 4 5 5 4 5 34 
56 5 5 5 4 5 5 4 5 38 
57 4 4 5 4 4 4 5 4 34 
58 5 4 4 4 4 4 4 4 33 
59 5 4 4 4 5 3 4 3 32 















 XI_1 XI_2 XI_3 XI_4 XI_5 Valid_X1 
XI_1 Pearson 
Correlation 
1 ,666** ,554** ,423* ,359 ,712** 
Sig. (2-tailed)  ,000 ,001 ,020 ,052 ,000 
N 30 30 30 30 30 30 
XI_2 Pearson 
Correlation 
,666** 1 ,426* ,337 ,286 ,629** 
Sig. (2-tailed) ,000  ,019 ,069 ,126 ,000 
N 30 30 30 30 30 30 
XI_3 Pearson 
Correlation 
,554** ,426* 1 ,736** ,609** ,864** 
Sig. (2-tailed) ,001 ,019  ,000 ,000 ,000 
N 30 30 30 30 30 30 
XI_4 Pearson 
Correlation 
,423* ,337 ,736** 1 ,610** ,872** 
Sig. (2-tailed) ,020 ,069 ,000  ,000 ,000 
N 30 30 30 30 30 30 
XI_5 Pearson 
Correlation 
,359 ,286 ,609** ,610** 1 ,761** 
Sig. (2-tailed) ,052 ,126 ,000 ,000  ,000 
N 30 30 30 30 30 30 
Valid_X1 Pearson 
Correlation 
,712** ,629** ,864** ,872** ,761** 1 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  
N 30 30 30 30 30 30 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 












Case Processing Summary 
 N % 
Cases Valid 30 100,0 
Excludeda 0 ,0 
Total 30 100,0 
















 X2_1 X2_2 X2_3 X2_4 X2_5 X2_6 X2_7 X2_8 Valid_X2 
X2_1 Pearson Correlation 1 ,559** ,440* ,507** ,576** ,382* ,293 ,702** ,716** 
Sig. (2-tailed)  ,001 ,015 ,004 ,001 ,038 ,117 ,000 ,000 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
X2_2 Pearson Correlation ,559** 1 ,388* ,688** ,556** ,388* ,514** ,595** ,778** 
Sig. (2-tailed) ,001  ,034 ,000 ,001 ,034 ,004 ,001 ,000 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
X2_3 Pearson Correlation ,440* ,388* 1 ,510** ,273 ,613** ,276 ,345 ,649** 
Sig. (2-tailed) ,015 ,034  ,004 ,144 ,000 ,141 ,062 ,000 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
X2_4 Pearson Correlation ,507** ,688** ,510** 1 ,664** ,456* ,395* ,549** ,805** 
Sig. (2-tailed) ,004 ,000 ,004  ,000 ,011 ,031 ,002 ,000 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
X2_5 Pearson Correlation ,576** ,556** ,273 ,664** 1 ,420* ,401* ,682** ,756** 
Sig. (2-tailed) ,001 ,001 ,144 ,000  ,021 ,028 ,000 ,000 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
X2_6 Pearson Correlation ,382* ,388* ,613** ,456* ,420* 1 ,595** ,416* ,747** 
Sig. (2-tailed) ,038 ,034 ,000 ,011 ,021  ,001 ,022 ,000 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
X2_7 Pearson Correlation ,293 ,514** ,276 ,395* ,401* ,595** 1 ,415* ,693** 
Sig. (2-tailed) ,117 ,004 ,141 ,031 ,028 ,001  ,023 ,000 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
X2_8 Pearson Correlation ,702** ,595** ,345 ,549** ,682** ,416* ,415* 1 ,774** 
Sig. (2-tailed) ,000 ,001 ,062 ,002 ,000 ,022 ,023  ,000 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
Valid_X2 Pearson Correlation ,716** ,778** ,649** ,805** ,756** ,747** ,693** ,774** 1 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 












Case Processing Summary 
 N % 
Cases Valid 30 100,0 
Excludeda 0 ,0 
Total 30 100,0 


















 X3_1 X3_2 X3_3 X3_4 Valid_X3 
X3_1 Pearson Correlation 1 ,350 ,205 ,399* ,572** 
Sig. (2-tailed)  ,058 ,278 ,029 ,001 
N 30 30 30 30 30 
X3_2 Pearson Correlation ,350 1 ,843** ,372* ,885** 
Sig. (2-tailed) ,058  ,000 ,043 ,000 
N 30 30 30 30 30 
X3_3 Pearson Correlation ,205 ,843** 1 ,405* ,864** 
Sig. (2-tailed) ,278 ,000  ,026 ,000 
N 30 30 30 30 30 
X3_4 Pearson Correlation ,399* ,372* ,405* 1 ,686** 
Sig. (2-tailed) ,029 ,043 ,026  ,000 
N 30 30 30 30 30 
Valid_X3 Pearson Correlation ,572** ,885** ,864** ,686** 1 
Sig. (2-tailed) ,001 ,000 ,000 ,000  
N 30 30 30 30 30 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 














Case Processing Summary 
 N % 
Cases Valid 30 100,0 
Excludeda 0 ,0 
Total 30 100,0 

















 Y_1 Y_2 Y_3 Y_4 Y_5 Y_6 Y_7 Y_8 Valid_Y 
Y_1 Pearson 
Correlation 
1 ,508** ,577** ,552** ,395* ,402* ,345 ,437* ,719** 
Sig. (2-tailed)  ,004 ,001 ,002 ,031 ,028 ,062 ,016 ,000 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
Y_2 Pearson 
Correlation 
,508** 1 ,351 ,426* ,400* ,413* ,366* ,635** ,714** 
Sig. (2-tailed) ,004  ,057 ,019 ,029 ,023 ,047 ,000 ,000 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
Y_3 Pearson 
Correlation 
,577** ,351 1 ,790** ,565** ,287 ,216 ,442* ,750** 
Sig. (2-tailed) ,001 ,057  ,000 ,001 ,124 ,251 ,015 ,000 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
Y_4 Pearson 
Correlation 
,552** ,426* ,790** 1 ,428* ,233 ,195 ,402* ,716** 
Sig. (2-tailed) ,002 ,019 ,000  ,018 ,216 ,302 ,028 ,000 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
Y_5 Pearson 
Correlation 
,395* ,400* ,565** ,428* 1 ,776** ,281 ,503** ,769** 
Sig. (2-tailed) ,031 ,029 ,001 ,018  ,000 ,132 ,005 ,000 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
Y_6 Pearson 
Correlation 
,402* ,413* ,287 ,233 ,776** 1 ,254 ,455* ,666** 
Sig. (2-tailed) ,028 ,023 ,124 ,216 ,000  ,175 ,012 ,000 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
Y_7 Pearson 
Correlation 
,345 ,366* ,216 ,195 ,281 ,254 1 ,635** ,574** 
Sig. (2-tailed) ,062 ,047 ,251 ,302 ,132 ,175  ,000 ,001 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
Y_8 Pearson 
Correlation 
,437* ,635** ,442* ,402* ,503** ,455* ,635** 1 ,792** 
Sig. (2-tailed) ,016 ,000 ,015 ,028 ,005 ,012 ,000  ,000 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
Valid_Y Pearson 
Correlation 
,719** ,714** ,750** ,716** ,769** ,666** ,574** ,792** 1 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,001 ,000  
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 











Case Processing Summary 
 N % 
Cases Valid 30 100,0 
Excludeda 0 ,0 
Total 30 100,0 
















1 Ekstensifikasi ,398 2,512 
Intensifikasi ,343 2,914 
Sanksi ,676 1,480 













Normal Parametersa,b Mean ,0000000 
Std. Deviation 1,64874250 
Most Extreme Differences Absolute ,086 
Positive ,043 
Negative -,086 
Test Statistic ,086 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,200c,d 
a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 
c. Lilliefors Significance Correction. 














a. Dependent Variable: Penerimaan 




Model R R Square 
Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate 
1 ,833a ,694 ,677 1,69233 








Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 363,551 3 121,184 42,313 ,000b 
Residual 160,383 56 2,864   
Total 523,933 59    
a. Dependent Variable: Penerimaan 








t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 7,230 2,599  2,781 ,007 
Ekstensifikasi ,426 ,136 ,368 3,143 ,003 
Intensifikasi ,410 ,132 ,393 3,111 ,003 
Sanksi ,268 ,130 ,185 2,057 ,044 
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